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ABSTRAK 
Ihsan Arifin (E 211 07 044), Pelaksanaan Renstra Kecamatan Bungoro 
Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2010-2011, xiv+102+8+1+2+23(1987-
2008) 
Perencanaan strategik merupakan suatu proses manajemen yang sistematis 
yang dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan atas program 
program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber 
daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama beberapa tahun ke 
depan, perencanaan strategik menempati posisi yang krusial, karena 
menentukan kekomprehensifan, kekoherenan, dan keseimbangan rencana 
jangka panjang dan rencana jangka pendek yang dihasilkan oleh organisasi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus memaparkan 
implementasi rencana strategis kantor kecamatan Bungoro Kabupaten pangkep 
tahun anggaran 2010-2011.metode penelitian yang digunakan yaitu deskriftif,unit 
analisis adalah organisasi dalam hal ini kantor kecamatan bungoro . data yang 
dikumpulkan dari literatur,dokumen dan laporan yang berhubungan dengan 
penelitian kemudian menganalisi dan mendeskripsikan data yang didapatkan. 
Hasil penelitian terhadap pelaksanaan renstra kecamatan Bungoro Kabupaten 
Pangkep Tahun Anggaran 2010-2011 dibuktikan dari seberapa banyak rencana 
strategis yang terlaksana dengan baik untuk mengukur apakah organisasi 
tersebut memiliki kinerja yang baik, setelah dilakukan penelitian dan analisis 
ternyata kantor kecamatan bungoro tidak memiliki rencana strategi seperti yang 
diharapkan, kantor masih mengacu pada rencana kerja tahunan, maka dari itu 
diharapkan agar kecamatan segera melakukan analisis lingkungan dan segera 
merumuskan rencana strategi demi kemajuan organisasi khususnya kantor 
kecamatan bungoro kabupaten pangkep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Ihsan Arifin (E 211 07 044), Implementation of Strategic Plan Sub District 
Bungoro Pangkep Fiscal Year 2010-2011 xiv+102+8+1+2+23(1987-2008) 
Strategic planning is a systematic management process that can be interpreted 
as a decision making process for programs to be implemented by the 
organization and the estimated amount of resources will be allocated in each 
program during the next few years, strategic planning position is crucial, because 
it determines komprehensifitation, koherensif, and the balance of long-term plans 
and short-term plans produced by the organization. 
The purpose of this study is to find out once describe the implementation of the 
strategic plan the district office Bungoro Pangkep District fiscal year 2010-
2011.metode used is descriptive research, the unit of analysis in this case is 
organization bungoro district office. data collected from the literature, documents 
and reports relating to research and then analyze the data obtained and eksplain 
the data. 
The results of the implementation of the district strategic plan Bungoro Pangkep 
District Fiscal Year 2010-2011 is evidenced from how many strategic plans come 
to fruition to measure whether the organization is performing well, having done 
the research and analysis was bungoro district office does not have a strategic 
plan as expected , the office still refers to the annual work plan, it is expected that 
the sub-district of that immediately conduct environmental analysis and 
immediately formulate a strategic plan for the betterment of the organization, 
especially the district office bungoro Pangkep district. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 
PROGRAM SARJANA 
 
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
NAMA   : IHSAN ARIFIN 
NIM   : E 211 07 044 
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI  
 
Menyatakan bahwa skipsi yang berjudul “EFEKTIFITAS 
PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN BUNGORO 
KABUPATEN PANGKEP TAHUN ANGGARAN 2010-2011” adalah 
benar-benar hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun 
yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. 
 
Makassar, 13 september 2012 
Yang Membuat Pernyataan 
 
 
IHSAN ARIFIN 
NIM. E 211 07 044 
 
   
 
 
 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 
PROGRAM SARJANA 
 
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI 
Nama  : IHSAN ARIFIN 
Nim  : E211 07 044 
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara 
Judul Skripsi :" Pelaksanaan Renstra Kecamatan Bungoro Kabupaten 
Pangkep  Tahun Anggaran 2010-2011” 
Telah diperiksa oleh pembibing dan diketahui oleh Ketua Program Sarjana serta 
dinyatakan layak untuk diajukan ke Ujian skripsi Jurusan Ilmu Administrasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 
Disetujui oleh, 
          Pembimbing 1                                                   Pembimbing II 
 
 Prof.Deddy T.Tikson, Ph.d                                      Dr. Muhammad Rusdi, M. Si 
NIP : 19610108 198702 1 001                                NIP :  19700301 199702 1 001                             
Mengetahui, 
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 
 
Prof. Dr. Sangkala, MA                                                                                                                      
NIP : 19631111 199103 1 002  
 
 
 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 
PROGRAM SARJANA 
 
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 
 
 
Nama :   IHSAN ARIFIN 
NIM :   E 211 07 044 
Program Studi :   Ilmu Administrasi 
Judul Tugas Karya Akhir :   EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RENCANA 
KERJA KECAMATAN BUNGORO 
KABUPATEN PANGKEP TAHUN 
ANGGARAN 2010-2011 
Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Skripsi Program Sarjana 
Jurusan llmu Administrasi Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas 
Hasanuddin pada hari Jumat, tanggal 19 oktober 2012. 
 
Dewan Penguji Skripsi 
 
Ketua Sidang : Prof.Deddy T.Tikson, Ph.d (……………… ) 
Sekretaris Sidang : Dr. Muhammad Rusdi, M. Si (……………… ) 
Anggota : 1. Prof. Dr. Sangkala, M.Si (……………… ) 
   2. Dr. Alwi. M.Si (……………… ) 
   3. Drs.Muhammad  Yunus. MA (……………… )  
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Dzat 
yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Maha Bijaksana atas segala limpahan 
Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN 
BUNGORO KABUPATEN PANGKEP TAHUN ANGGARAN 2010-2011” sebagai 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu 
Administrasi FISIP UNHAS. 
Skripsi ini berisi hasil penilitian yang dilakukan untuk mengetahui  
efektifitas pelaksanaan rencana kerja kecamatan bungoro kabupaten pangkep 
tahun anggaran 2010-2011, Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada 
skripsi ini, akan tetapi penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin 
dalam menyelesaikan skripsi ini. Sekiranya ada masukan dan kritikan dari 
pembaca maka penulis akan menerimanya dengan senang hati. 
Banyak tantangan yang penulis hadapi dalam pembuatan skripsi ini. 
Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak serta arahan oleh Dosen 
Pembimbing Bapak Prof.Deddy T.Tikson, Ph.d dan Dr. Muhammad Rusdi, M. Si, 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam kurun waktu kurang lebih 
empat  bulan. 
 Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah 
membantu dan memberi dukungan dan motivasi, Oleh karena itu melalui 
kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya 
dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya secara khusus kepada 
Ayahanda ARIFIN S,sos dan Ibunda SIMA. H. S.pd yang senantiasa memberikan 
 
 
dukungan baik moril maupun material serta senantiasa mengalungkan doa dari 
dulu hingga saat ini yang tiada hentinya, kepada saudara saudariku dirumah. dan 
ucapan terima kasih yang teramat hangat penulis tujukan kepada kekasih hati 
adinda FERMAYANTI ANNAS yang selalu mengingatkan dikala lupa,memberi 
semangat dikala lelah.  Juga kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. dr. A. Idrus Patturusi selaku Rektor Unhas beserta para 
pembantu Rektor Universitas Hasanuddin dan staf. 
2. Bapak Prof. Dr. Hamka Naping, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik dan staf. 
3. Bapak Prof Dr. Sangkala, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP 
Universitas Hasanuddin. 
4. Ibu Dr. Hamsinah, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi FISIP 
Universitas Hasanuddin. 
5. Bapak Prof. Dr. Sangkala, M.Si, Bapak Dr. Alwi. M.Si, Drs.Muhammad 
Yunus. MA  selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktu untuk 
menyimak, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan 
skripsi ini. 
6. Para dosen pengajar Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas 
Hasanuddin atas bimbingan, arahan, didikan dan motivasi yang diberikan 
selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkuliahan beserta para staf jurusan 
dan staf akademik sospol, Ibu Aii (yang saat ini telah pensiun), Kak Rini, Kak 
Amra, Kak Aci, Kak Irman, dan Pak Lili yang telah banyak membantu. 
7. Drs. H. Achmar Hisbulwatun, MM  selaku Camat Bungoro beserta seluruh 
pegawai atas kerjasamanya yang telah membantu dalam proses penelitian 
penulis. 
 
 
8. Om Muammar sekeluarga, saudara – saudaraku di Aspol Panaikang, Agung, 
Fadli, umar yang senantiasa memberikan, dukungan dan motivasi yang tiada 
hentinya kepada penulis. 
9. Kawan-kawan Creator’07 ferdi, farid, ali akbar. Alif ihsan, rendi, acok, lobet,  
theo,wahyu, ode, Yunus, Dody, Mufli, Jure, Kahfi, Haeril, Rimal, khususnya 
mifta farid mujur yang membimbing saya, teman reso, sahabat 
cambajawaya ,sahabat Bung lorong 8,  dan teman-teman lain yang tidak 
bisa saya sebut namanya satu per satu. Untuk persahabatan, kebersamaan, 
dan semangat yang telah diberikan serta menorehkan kenangan dan kesan 
yang  tak terlupakan bagi penulis. 
10. Teman-teman KKN Reguler Unhas angkatan 80 Kecamatan 
MangaraBombang, khususnya Kelurahan mangadu yang telah memberikan 
semangat dan pengalaman-pengalaman yang tidak akan terlupakan sejak 
masa KKN hingga saat ini. 
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. 
Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan khususnya dalam masalah implementasi strategi. Akhir kata, 
penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. 
Terima Kasih, Wassalamu Alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh. 
      
      Makassar, oktober 2012 
  Penulis 
 
  
 
 
DAFTAR ISI 
 
Halaman Judul ………………………………………………………………….. i 
Abstrak .......................................................................................................... ii 
Abstrack ........................................................................................................ iii 
Lembar Persetujuan Skripsi ........................................................................ v 
Lembar Pengesahan Skripsi ........................................................................ vi 
Kata Pengantar ............................................................................................. vii 
Daftar Isi ........................................................................................................ x 
Daftar Tabel .................................................................................................. xiii 
Daftar Gambar .............................................................................................. xiv 
 BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1 
  I.1. Latar Belakang ..................................................................... 1 
  I.2. Rumusan masalah ............................................................... 7 
  I.3. Tujuan Penelitian ................................................................. 7 
  I.4. Manfaat penelitian ............................................................... 8 
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................ 9 
  II.1. Landasan Teori .................................................................... 9 
  II.1.1. defenisi Pelaksanaan/implementasi .................................... 9 
  II.1.2. Pengertian implementasi menurut para ahli ....................... 10 
  II.1.3. Filosofi Perencanaan .......................................................... 13 
  II.1.4. Defenisi Perencanaan ........................................................ 18 
  II.1.5. Tipe/jenis perencanaan ...................................................... 19 
  II.1.6. Pandangan umum .............................................................. 21 
  II.1.7. Proses Perencanaan .......................................................... 23 
  II.1.8. Hubungan perencanaan Kecamatan ................................. 29 
 
 
  II.1.9. sistematika Perencanaan Strategis ................................. 39 
  II.1.10.Pengertian strategi .......................................................... 40 
  II.1.11.perumusan strategi ......................................................... 41 
  II.1.12.tingkat – tingkat ............................................................... 42 
  II.1.13.jenis – jenis strategi ........................................................ 45 
  II.1.14.implementasi strategi ..................................................... 47 
  II.2. kerangka konseptual ........................................................ 48 
BAB III  METODE PENELITIAN ................................................... 50 
  III.1. lokasi penelitian ................................................................ 50 
  III.2. pendekatan penelitian ...................................................... 50 
  III.3. tipe penelitian ................................................................... 50 
  III.4. Unit analisis penelitian ...................................................... 51 
  III.5. defenisi oprasional ............................................................ 51 
  III.6. jenis dan sumber data ...................................................... 52 
  III.7. teknik pengumpulan data ................................................. 52 
  III.8. teknik analisis data ............................................................ 53 
BAB IV  DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN ................................. 54 
  IV.1. gambaran umum kantor kecamatan bungoro ................... 54 
  IV.2. kedudukan instansi kecamatan bungoro ........................... 56 
  IV.3. tugas dan fungsi kantor kec. Bungoro ............................... 56 
  IV.4. unsur organisasi ................................................................. 58 
  IV.5. struktur organisasi .............................................................. 64 
  IV.6. visi, misi, tujuan kantor camat bungoro ............................. 68 
BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................ 73 
  V.1. program dan kegiatan sesuai RKT 2009-2010 ................. 74 
  V.2. indikator tercapainya rencana tahunan ............................. 78 
 
 
  V.3. sasaran yang ingin dicapai ................................................ 78 
  V.4. pengukuran Evaluasi dan capaian hasil kerja .................. 79 
  V.5. akuntabilitas keuangan ..................................................... 90 
BAB VI  PENUTUP ......................................................................... 94 
  VI.1. kesimpulan ........................................................................ 94 
  VI.2. saran .................................................................................. 95 
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR TABEL 
 
Tabel 1. Jabatan struktural dan esolonering pada Kantor Camat 
                   Bungoro…………………….............................................              70 
Tabel 2. Komposisi Pegawai Pada kantor Camat Bungoro Kabupaten  
               Pangkajene dan Kepulauan menurut Tingkat Pendidikan .......  71  
Tabel 3. Komposisi Jumlah Pegawai Kantor Camat Bungoro Kabupaten 
               Pangkajene dan Kepulauan Menurut Pangkat Golongan dan 
               Ruang......................................................................................... 72 
Tabel 4. : indikator kinerja......................................................................... 85 
Tabel 5. : indikator kinerja......................................................................... 87 
Tabel 6. : indikator kinerja......................................................................... 90 
Tabel 7. : indikator kinerja......................................................................... 93 
Tabel 8. : akuntabilitas keuangan.............................................................. 97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR GAMBAR 
 
Gambar  1. Skema Kerangka Konseptual    ............................................. 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1.Latar Belakang 
Kata bijak mengatakan bahwa “Mimpi adalah setengah dari rencana, 
dan rencana yang baik adalah setengah dari tindakan, dan bertindak adalah 
setengah dari tercapainya tujuan atau cita-cita…”. Dari sepenggal kata bijak 
tersebut, tersirat bahwa perencanaan merupakan jembatan menuju terwujudnya 
sebuah cita-cita, termasuk cita-cita organisasi publik yaitu kecamatan. 
Perencanaan Strategik (Strategic Planning) atau sering disebut RENSTRA 
adalah Proses pemilihan tujuan - tujuan organisasi, penentuan strategi, program 
- program strategi, dan penetapan metode - metode yang diperlukan untuk 
menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. 
Perencanaan Strategi juga merupakan proses perencanaan jangka panjang yang 
disusun untuk mencapai tujuan organisasi.  
Perencanaan strategik merupakan suatu proses manajemen yang 
sistematis yang dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan 
atas programprogram yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan 
jumlah sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama 
beberapa tahun ke depan, perencanaan strategik menempati posisi yang krusial, 
karena menentukan kekomprehensifan, kekoherenan, dan keseimbangan 
rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek yang dihasilkan oleh 
organisasi  
 
 
Apa sebab perlu dilakukan perencanaan? Jawaban pertanyaan ini akan 
menjelaskan  mengenai perlunya dilakukan perencanaan. 
Seringkali dikemukakan bahwa mengapa dilakukan perencanaan bagi 
suatu masyarakat atau bangsa dikaitkan dengan filsafah kemasyarakatan yang 
dianut oleh suatu negara. Pada masyarakat yang menganut paham falsafah 
kemasyarakatan sosialisme, atau bahkan intervensionalisme maka terdapat 
suatu keyakinan bahwa arah pembangunan masyarakat yang baik hanya dapat 
dilakukan  melalui suatu pengarahan dan “campur tangan“ pemerintah (Albert 
waterston 1965) 
Tiga Alasan Pentingnya Perencanaan Strategis 
1.  Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar bagi perencanaan 
perencanaan lainnya. 
2. Pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah 
pemahaman bentuk perencanaan lainnya. 
3. Perencanaan strategis merupakan titik permulaan bagi penilaian kegiatan 
manajer dan organisasi. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis bagi daerah sangat 
penting, karena tanpa strategi dalam mengelola daerah, seorang pimpinan 
seolah-olah melangkah dalam ketidakpastian. Perencanaan Strategi merupakan 
faktor internal yang penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan 
pengambilan keputusan. Manajemen dengan segala keahliannya dituntut untuk 
menyusun strategi yang cocok untuk daerah yang dipimpinnya. 
Istilah perencanaan (planning), selama ini dikenal sebagai salah satu 
fungsi manajemen, disamping fungsi lain seperti pengorganisasian (organizing), 
 
 
penggerakkan (actuating), dan pengawasan (controlling) (Terry, 1960). Bahkan, 
perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan utama dalam setiap aktivitas 
manajemen. 
 Di dalam perencanaan, terkandung rumusan mengenai tujuan-tujuan 
atau sasaran yang ingin dicapai, pendayagunaan segenap sumber daya, baik 
manusia maupun materiil (human and material resources) serta waktu (time). 
Sebagai fungsi utama, maka seluruh kegiatan manajemen tidak akan terlepas 
dari perencanaan. Keberhasilan aktivitas organisasi ditentukan oleh bagaimana 
perencanaan itu disusun.  
Dalam sejarah pembangunan di Indonesia, telah dikenal berbagai ragam 
bentuk dokumen perencanaan misalnya dalam tataran nasional dikenal adanya 
GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), Repelita (Rencana Pembangunan 
Lima Tahun), Repeta (Rencana Pembangunan Tahunan), maupun Propenas 
(Program Pembangunan Nasional), atau bahkan model perencanaan yang dibuat 
oleh daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi 
Daerah c.q. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Nomor 
050/1240/II/Bangda seperti Poldas (Pola Dasar), Propeda (Program 
Pembangunan Daerah), maupun Renstra (Perencanaan Strategis).  
Pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, 
mekanisme perencanaan pembangunan daerah disusun dengan berpedoman 
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman 
Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). 
Selama beberapa dasawarsa pelaksanaan pembangunan di daerah dengan 
menggunakan mekanisme P5D ini, secara umum dan ditemui berbagai 
kekurangan atau ketidaktaatan asas, atau bahkan penyimpangan, misalnya :  
 
 
1. Desentralisasi tidak berjalan dengan baik dan benar, terbukti dengan 
masih banyaknya wewenang atau urusan yang sudah diserahkan 
kepada daerah masih tetap ditangani oleh pusat; 
2. Meskipun dana pembangunan dari pusat untuk daerah ada yang 
besifat block grant, namun pada pelaksanaannya masih penuh 
dengan berbagai intervensi dari pusat yang disalurkan melalui 
pedoman umum, juklak, juknis dan berbagai pengarahan lainnya 
3. Partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat dan penanggung 
resiko sangat lemah, walaupun secara legal aspirasi masyarakat 
seharusnya dicermin  kan atau disuarakan oleh wakil rakyat di DPRD 
4.  Hasil-hasil dari berbagai forum koordinasi di daerah acapkali tidak 
digubris oleh instansi pusat dengan berbagai alasan. Forum 
koordinasi hanya merupakan ajang kenduri yang bersifat ritual setiap 
tahun 
5.  Forum koordinasi ala P5D lebih banyak ke arah forum penyelarasan 
shopping list atau daftar kemauan ketimbang proses perencanaan. 
6.  Mengingat proses birokrasi yang ditempuh cukup memakan waktu 
yang panjang, masyarakat tidak mendapatkan kepastian kapan 
keinginannya akan terwujud 
Kelemahan tersebut diperparah dengan keluarnya Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999. Pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa :  
1. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun 
daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat;  
 
 
2.  Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing 
berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkhi satu sama lain.  
Berdasarkan bunyi Pasal 4 ayat (1) dan (2) di atas, maka masing-masing 
satuan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota tidak ada lagi memiliki 
hubungan hirarkhi karena berdiri sejajar dan setara. Hubungan antar satuan 
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lebih bersifat hubungan koordinasi, 
kerjasama dan/atau kemitraan.   
Akibat tidak adanya hubungan hirarkhi, muncullah ketidaksinkronan 
dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Daerah otonom bertahan 
pada egonya masing-masing. Untuk mengatasi ketidaksinkronan perencanaan 
pembangunan daerah dan di daerah, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(SPPN). UU ini diharapkan dapat memberi acuan mengenai penyusunan 
pembangunan nasional secara hirarkhis dan berkelanjutan dalam rangka 
mencapai tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam tujuan sistem 
perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Bab II Pasal 2 Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 antara lain untuk :  
1. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;  
2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik 
antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun 
antara pusat dan daerah; 
3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 
4.  mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan  
 
 
5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 
berkeadilan, dan berkelanjutan. 
Berkaca pada hal di atas, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
mengamanatkan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan dari pusat 
sampai ke daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 150 bahwa “Dalam 
rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, disusun perencanaan 
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 
pembangunan nasional”. Artinya perencanaan pembangunan yang dibuat oleh 
daerah otonom harus mengacu pada perencanaan pembangunan nasional. 
Prinsipnya bahwa satuan pemerintahan yang lebih rendah tingkatannya dan lebih 
kecil cakupan wilayahnya harus mengikuti satuan pemerintahan yang lebih tinggi 
tingkatannya dan lebih luas cakupan wilayahnya  .  
Perencanaan strategik merupakan suatu proses manajemen yang 
sistematis yang dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan 
atas programprogram yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan 
jumlah sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama 
beberapa tahun ke depan  
perencanaan strategik menempati posisi yang krusial, karena 
menentukan kekomprehensifan, kekoherenan, dan keseimbangan rencana 
jangka panjang dan rencana jangka pendek yang dihasilkan oleh organisasi  
Dari latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul skripsi yakni 
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN BUNGORO 
KABUPATEN PANGKEP TAHUN ANGGARAN 2010-2011” untuk mengetahui 
pelaksanaan rencana kerja daerah tersebut diatas. 
 
 
I.2.Rumusan Masalah 
Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun/ 
memiliki/ mempunyai : Rencana Strategis (RENSTRA) pembangunan 
kecamatan sebagai satu dokumen perencanaan pembangunan kecamatan 
dalam jangka waktu lima tahunan atau jangka menengah. Tujuan penyusunan 
renstra kecamatan adalah sebagai acuan kecamatan dalam 
mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan kecamatan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya 
disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus 
dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang 
bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki 
kinerja uyang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg 
dilaksanakan  dalam rangka mencapai visi jangka menengah kecamatan,  
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bukan masalah yang ada 
dalam penulisan skripsi ini namun dalam  penelitian ini, penulis ingin 
memaparkan Bagaimana  efektifitas rencana kerja kantor kecamatan bungoro 
kab. Pangkep tahun anggaran 2010-2011 
I.3.Tujuan Penelitian 
Sesuai rumusan yang diterangkan di atas, tujuan penelitian ini adalah 
Untuk mengetahui sekaligus menjelaskan efektifitas rencana kerja kantor 
kecamatan bungoro kab. Pangkep dalam  tahun anggaran 2010-2011 
 
 
 
 
I.4.Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh kegunaan bagi kepentingan 
dunia praktisdan dunia akademik, yaitu : 
a. manfaat teoritis 
Hasil penelitian ini berguna sebagai wahana latihan pengembangan 
kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan pengetahuan yang di 
dapatkan semasa kuliah, serta menambah pengetahuan peneliti berkaitan 
dengan pelaksanaan rencana strategi. Dan Hasil penelitian ini dapat  
memberikan informasi dan setidaknya mengetahui efektifitas rencana kerja di 
kecamatan bungoro kabupaten pangkep tahun anggaran 2010-2011 
b. manfaat Akademis 
secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
terhadap perkembangan ilmu administrasi, terutama menyangkut teori dan 
konsep implementasi rencana strategis atau perbandingan bagi yang berminta 
untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembahasan yang berkaitan dengan 
masalah penerapan renstra, selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
sejauh mana efektifitas kinerja organisasi Kantor kecamatan Bungoro 
kab.pangkep yang diharapkan dapat menambah wawasan tentang manajemen 
stragis.. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1.Landasan Teori 
II.1.1.defenisi pelaksanaan/implementasi 
Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks 
Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai 
implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : 
“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau 
adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar 
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 
tujuan kegiatan”(Usman, 2002:70). 
  
Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan  
bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 
terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma 
tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak 
berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. 
Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi 
Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai 
implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : menyesuaikan proses interaksi 
antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan 
pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004:39). Pengertian implementasi 
yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu 
merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas 
baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian 
dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan 
 
 
jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Menurut Hanifah Harsono dalam 
bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan 
pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : 
“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan 
menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan 
kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”(Harsono, 2002:67). 
 
II.1.2.Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli 
     Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster 
yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: 
    “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam 
kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the 
means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan 
to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap 
sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64). 
 
    Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement yang bJerarti 
mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk 
melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap 
sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu 
dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan 
kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan 
kenegaraan. 
    Implementasi sebagai suatu proses tindakan Administrasi dan Politik. 
Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleaves dalam bukunya 
Solichin Abdul Wahab (2008;187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: 
    Implementasi itu mencakup “a process of moving toward a policy objective by 
means of administrative and political steps” (Cleaves, 1980). Secara garis besar, 
beliau mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu 
 
 
hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran 
kebijakan public diwujudkan sebagai outcome hasil akhir kegiatan yang dilakukan 
oleh pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa 
yang Dalam ilmu kebijakan public disebut “policy delivery system” (system 
penyampaian/penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara 
atau saran-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta 
diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang 
dikehendaki. 
    Mazmanian & Paul Sabatier dalam bukunya implementation and public policy 
(1983:61) mendefinisikan implementasi sebagai berikut: 
 “pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk 
undanh-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, 
keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 
menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai 
cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. 
Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan 
kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau 
keputusankeputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. 
Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu 
seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam 
bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang 
bersangkutan. 
 
 
 
    Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975), dalam bukunya Leo Agustino 
(2006;139), mendefinisikan implementasi sebagai: 
    “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-
pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta  yang diarahkan pada 
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 
kebiujaksanaan”. 
Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan 
tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang 
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu 
keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan 
pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam 
praktinya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di 
bawah mandate dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak 
jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang 
seharusnya tidak dilakukan. 
Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi 
kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: 
 Adanya tujuan atau sasaran kebijakan Adanya aktivitas/kegiatan 
pencapaian tujuan  Adanya hasil kegiatan 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan 
suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu 
aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil 
yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 
 
 
 
 
II.1.3. Filosofi Perencanaan 
Mengawali uraian tentang filosofi perencanaan, salah hal yang penting 
dikemukakan adalah definisi tentang terminologi filosofi dan perencanaan. 
Terbayang dalam pikiran kita, bahwa term filosofi merupakan derivasi dari kata 
filksafat. Secara harfiah (etismologi) filsafat perencaan terdiri dari dua filosofi atau 
filsafat dan perencanaan yang mengandung satu pengertian . Filosofi atau filsafat 
berasal dari kata Yunani yaitu : Philisophia” yang terdiri dari kata Fhilein , Philos 
atau philea yang berarti “ cinta “ dan kata “ Sophia” berarti kebijaksanaan atau 
kearifan  
Menurut isinya, filsafat mempelajari metodologi , hakekat kebenaran dari 
segala sesuatu yang ada (ontologi) dan nilai – nilai (aksiologi) dari segala 
sesuatu hal ihwal terutama tentang manusia dan cita-citanya , lingkungannya , 
agamanya , kehidupannya , ideologinya , hakekat dirinya dan lain-lain 
sebagainya  
Sedangkan Perencanaan  tidak lain dari susunan (rumusan) sistematik 
mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, 
dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas 
potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam 
rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, termuat hal-hal 
yang merupakan prinsip perencanaan, yakni : (1) apa yang akan dilakukan, yang 
merupakan jabaran dari visi dan misi; (2) bagaimana mencapai hal tersebut; (3) 
siapa yang akan melakukan; (4) lokasi aktivitas; (5) kapan akan dilakukan, 
berapa lama; dan (6) sumber daya yang dibutuhkan. 
 
 
Bersesuaian dengan pendapat di atas, Tjokroamidjojo (1992, 12) 
mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan 
sebaik-baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya 
lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa perencanaan merupakan 
penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, 
bilamana dan oleh siapa. 
Dengan demikian, menurut Tjokroamidjojo (1992, 14) terdapat 5 (lima) hal 
pokok yang perlu diketahui dalam perencanaan ataupun perencanaan 
pembangunan, yakni : 
· Permasalahan-permasalahan pembangunan suatu negara/masyarakat yang 
dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan, 
dalam hal ini sumber-sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya 
lainnya. 
· Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. 
· Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana 
dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya dan pemilihan alternatif-
alternatifnya yang terbaik. 
· Penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha yang 
konkrit. 
· Jangka waktu pencapaian tujuan. 
Perencanaan adalah merumuskan tujuan usaha , produsen , metode dan 
jawdal pelaksanaannya di dalamnya termasuk ramalan tentang kondisi di masa 
yang akan datang dan perkiraan akibat dari rencana terhadap kondisi tersebut. 
 
 
Dengan demikian maka perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan 
dicapai atau yang akan dilakukan , bagaimana , bilamana dan oleh siapa (Aji dan 
Sirait , 1982). 
Jadi , hakekat dari pengertian filosofi / filsafat dan perencanaan diatas 
maka dengan demikian filsafat perencanaan dapat dirumuskan bahwa filsafat 
perencanaan adalah suatu studi tentang prinsip-prinsip dalam proses dan 
mekanisme perencanaaan secara radikal (mendalam), ekspansif (luas) , dan 
integral (menyeluruh) berdasarkan filsafat antologis , epistemologis dan 
aksiologis. 
Untuk mempelajari filsafat perencanaan sangat bermanfaat bagi aparat 
perencana yang berperan sebagai penyusun perencanaan baik di tingkat pusat , 
daerah , bahkan pada tingkat paling bawah yaitu desa / kelurahan. Manfaat yang 
dapat diperoleh dalam mempelajari filsafat perencanaan : 
1. Dapat menjadi perencana yang bermoral dan bijaksana. Dengan 
demikian ia akan terhindar dari segala penyelewengan-penyelewengan 
yang dapat menimbulkan perencanaan yang dwifungsional. 
2. Mencegah terjadinya pemborosan anggaran sebagai akibat dari 
penyalahgunaan perencanaan pembangunan. 
3. Agar proses perencanaan dapat dilaksanakan secara partisipatif. 
4. Agar hasil dari proses perncanaan yaitu penetapan APBD dapat 
memperhatikan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada lingkungan. 
5. Memberi inspirasi yang luhur bagi pimpinan perncana baik dipusat 
maupun didaerah dapat menjalankan kepemimpinannya berdasarkan 
nilai-nilai luhur sesuai nilai-nilai budaya sendiri. 
6. Dapat berfungsi sebagai kontrol dan mencegah prilaku pejabat yang 
tercela. 
 
 
7. Dengan demikian para perencana diharapkan menjadi “insan perencana 
paripurna”. 
Selanjutnya Perencanaan menurut Piran Wiroatmodjo dkk (2001 ; 38) 
memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam pembangunan daerah. 
Perencanaan yang baik menjadikan kegiatan pembangunan daerah : 
1. Dilaksanakan secara sistematis, terarah sesuai dengan tujuan 
pembangunan dan berkelanjutan. 
2. Lebih efisien di dalam penggunaan dana, tenaga dan sumber daya yang 
lain pada setiap kegiatan. 
3. Lebih tepat guna bagi peningkatan kesejahteraan daerah dan 
pemeliharaan lingkungan serta sumber daya yang lain untuk tetap 
mendukung kesejahteraan. 
4. Memiliki dasar-dasar untuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. 
5. Memiliki sarana untuk mencatat dan menilai pelaksanaan dan manfaat 
kegiatan pembangunan daerah. 
Perencanaan tidak berarti hanya pembuatan proyek-proyek atau 
pengesahan usulan proyek atau kegiatan, dan juga bukan hanya untuk 
membagi-bagi dana dan sarana yang disediakan untuk pembangunan daerah. 
Secara teknis, perencanaan pembangunan daerah menurut Piran 
Wiroatmodjo dkk ( 2001 ; 42 ), terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat 
dikelompokkan menjadi unsur-unsur perencanaan sebagai berikut : 
1. Persiapan Perencanaan. 
2. Pengumpulan dan analisis data. 
3. Penentuan hasil yang diharapkan dari pembangunan daerah secara 
keseluruhan (visi pembangunan total). 
 
 
4. Penentuan Strategi pembangunan daerah. 
5. Penentuan sasaran-sasaran pada setiap sector pembangunan. 
6. Penentuan strategi pelaksanaan untuk mencapai hasil yang diharapkan 
pada setiap sasaran pada setiap sector. 
7. Penentuan tahapan-tahapan pembangunan dan hasil yang ingin dicapai 
pada setiap tahapan pelaksanaan (visi temporal) baik secara keseluruhan 
maupun pada setiap sector. 
8. Penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan disertai urutan 
prioritas pelaksanaan pada setiap sector. 
9. Penyusunan rencana pembangunan daerah. 
10. Penetapan rencana pembangunan daerah dalam peraturan daerah 
(PERDA) menjadi Program Pembangunan daerah (PROPEDA) dan 
penjabaran untuk pelaksanaannya. 
 Tujuan filsafat perencanaan diharapkan akan dapat menguraikan hakekat 
kebenaran dari segala sesuatu yang ada (entologi) dan nilai-nilai (aksiologi) yang 
akan terjadi di dallam perencanaan. Filsafat perencanaan juga diharapkan akan 
dapat menguraikan beberapa komponen penting dalam sebuah perncanaan 
yakni : tujuan apa yang hendak dicapai, kegiatan tindakan-tindakan untuk 
merealisasikan tujuan dan waktu kapan, bilamana tindakan tersebut hendak 
dilakukan. Kerangka pikir dari filosofi perencanaan dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 
· Strategi perencanaan adalah untuk membentuk/membuat suatu 
konsep/konteks untuk keputusan dalam kelembagaan. 
· Tujuan dan proses perencanaan adalah untuk merumuskan arah 
pelembagaan dan berusaha untuk lebih baik. 
 
 
· Hasil yang diinginkan dari proses perencanaan adalah untuk menyajikan 
suatu dokumen yang penting , berguna bagi semua orang. 
Filosofi perencanaan sebagai perencanaan strategis mengandung visi , 
misi , tujuan , sasaran , kebijakan , program dan kegiatan yang realitas dengan 
mengantisipasi perkembangan masa depan. 
II.1.4.Defenisi perencanaan 
Perencanaan merupakan salah satu empat fungsi manajemen yang 
penting dan saling terkait satu sama lain. Berbicara tentang perencanaan, kita 
dihadapkan pada pertanyaan apakah suatu rencana berjalan dengan baik atau 
tidak. Pertanyaan mendasar ini kiranya aktual diajukan manakala kita melihat 
realitas keseharian yang menunjukkan banyaknya kegagalan akibat 
perencanaan yang salah dan tidak tepat. Kesalahan perencanaan dapat berada 
pada awal perencanaan itu sendiri ataupun pada saat proses perencanaan itu 
berlangsung. 
Banyak perencanaan pemerintah yang gagal gara-gara apa yang 
direncanakan tersebut tidak mempunyai pijakan yang relevan dengan kondisi 
sosial budaya masyarakat. Bahkan kadang-kadang alih – alih prrgram yang 
dilaksanakan dapat memberdayakan masyarakat, akan tetapi pada akhirnya 
ternyata malah menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. 
Artinya pemerintah selalu memberikan ikan, bukan kail seperti yang sering 
disampaikan oleh beberapa pakar. Melihat kenyataan ini, timbul tanda tanya 
besar bagi perencana, kenapa hal ini terjadi. Tulisan singkat ini berusaha 
mendeskripsiklan kajian perencanaan dalam perspektif yang mendasar berkaitan 
 
 
dengan filosofi , tujuan dan proses perencanaan tanpa pretensi dapat 
menjelaskan semuanya. 
II.1.5.Type/Jenis Perencanaan 
Ada dua tipe dasar perencanaan dasar yaitu (James Af Stoner dan R . 
Edward Freeman, 1994) : 
a. Perencanan strategis, perencanaan yang dilakukan oleh para manajer 
puncak dan menengah untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas, 
dan 
b. Perencanaan operasional , perencanaan yang memperlihatkan 
bagaimana perencanan strategis akan diimplementasikan dalam kegiatan 
sehari – hari. 
Dalam memperkenalkan konsep tentang perencanaan, John S. Westren 
menyebutkan beberapa perencanaan yang mempunyai dimensi strategis 
menyangkut koneksitas objek tersebut dengan objek yang lain, yaitu : 
a. Perencanaan Tata Guna Lahan ( Perencanaan Land – Use ) 
 Istilah Land – Use (Tata Guna Lahan) pertama kali berasal dari Inggris 
oleh Ebenezer Howard dengan kota pergerakan yaitu pertanian (kebun) . 
Perencanaan Tata Guna Lahan mempunyai tiga ciri utama yaitu area pekerjaan , 
area pemanfaatan dan area hubungan masyarakat. Tetapi telah terdapat 
modifikasi dan sudut pandang yang berbeda yaitu : pengaturan penggunaan 
tanah adalah dasar dari semua , selain itu berasal dari paham yang menganut 
marxisme sebagai dasar yang menghubungkan suatu argumentasi. 
 
 
b.Perencanaan Transportasi 
Perencanaan Transportasi lekat hubungannya dengan perencanaan tata 
guna lahan. Istilah perencanaan transportasi berasal dari Amerika. Perencanaan 
transportasi muncul ketika kota besar di negara tersebut mengalami 
permasalahan yang buntu yaitu ketika masalah transportasi diperhadapkan 
dengan pembebasan tanah. Tetapi menurut (1966) hal tersebut dapat 
menyelsaikan permasalahan dengan adanya ketetapan fasilitas yang mampu 
mengakomodasi suatu perjalanan ke masa depan dan diharapkan dapat 
memelihara dan memberi harapan dalam pengembangan kota besar tersebut. 
Tujuan perencanaan transportasi yang utama adalah untuk menentukan 
penempatan jalan untuk kendaraan cepat dan revitalisasi pemindahan sebagai 
bagian dari suatu strategi transportasi yang menyeluruh dan dapat melayani kota 
besar dan bagian pinggiran kota. 
c. Perencanaan Sosial 
Sejumlah pelopor dari sosiologi Amerika ikut dilibatkan dalam tindakan 
untuk menyelesaikan issu sosial di negara tersebut terutama dalam pergerakan 
perubahan sebagai rencana pembangunan kota, rekreasi publik , dan kesehatan 
masyarakat.Tetapi setelah pergerakan perubahan terjadi posisi sarjana sosialogi 
digantikan oleh para profesional (Insinyur). Perencanaan sosial dari suatu 
tinjauan ulang memiliki pengertian sebagai berikut menurut Mayer (1972) bahwa 
salah satu dari tiga tema dasar memberikan pendapat yang paling konseptual. 
Yang pertama mempunyai kaitan dengan ketentuan efisiensi tentang jasa 
terorganisir ke individu untuk membantu mereka memberdayakan efisiensi dalam 
lingkungan atau hambatan terhadap kemajuan dalam sistem ini. Yang kedua 
 
 
bertalian dengan pengintegrasian dari semua program dan merancang 
mengembangkan kehidupan kota besar dengan pertimbangan menyangkut 
peningkatan kesejahteraan penduduk , dan yang ketiga adalah menggunakan 
tekanan dan pengendalian terhadap distribusi sumberdaya. 
d. Perencanaan Ekonomi 
Mitchell (1966) menegaskan bahwa obyek dari perencanaan ekonomi 
adalah menggunakan sumberdaya bangsa dengan sebaik mungkin. Istilah dari 
perencanaan ekonomi telah digunakan pertama kali di Uni Soviet tahun 1928. 
Tidak lama setelah perang dunia perencanaan ekonomi sudah dianut oleh 
negara – negara lain karena prinsip dasarnya sangat luas dan mudah. Hal-hal 
yang perlu diutamakan dari semua perencanaan ekonomi adalah suatu 
pernyataan dalam istilah yang kuantitatif dari suatu pemerintahan yang tertarik 
tentang ukuran dan karakter dari sejumlah bagian yang menyangkut output 
ekonomi dari suatu negeri dan sumberdaya yang diharapkan dapat digunakan 
dalam produksi. 
II.1.6.Pandangan Umum (General objective) 
Sebelumnya banyak dari rencana dan perencanaan dibuat sebagai suatu 
keperluan , baik secara sosial maupun ekonomi . Tujuan utama dari catatan ini 
yaitu adanya pertimbangan yang disebabkan oleh dua pemikiran : 1) menyangkut 
lingkungan dimana masyarakat tinggal (Beer 1975 : Emery 1974). 2) 
kepercayaan terhadap tindakan manusia yang rasional dalam meningkatkan 
kondisi kehidupan (Ozbekhan 1968). 
 
 
Perencanaan adalah suatu format yang diintervensi dengan tujuan 
mempengaruhi perubahan struktur sosial yang secara sadar dan masuk akal 
untuk dilakukan . Segi pandangan ini serupa dengan yang dikemukakan oleh 
Faludi (1973) yang mengakui bahwa Perencanaan merupakan suatu tindakan 
dengan kepuasan diri seseorang untuk menyajikan pilihan dalam suatu format 
dari akibat proses perencanaan yang masuk akal dan benar-benar memiliki 
kasus. Pandangan perencanaan ini serupa di dalam konteks yang berbeda 
dengan sistem operasional riset. Quade (1968) menggambarkan dengan analisa 
sistem yaitu suatu pendekatan sistematis untuk membantu pembuat keputusan 
dengan menyelidiki semua masalah , mencari sampai dapat sasaran dan 
beberapa alternatif tindakan. Pandangan lain mengemukakan bahwa 
perencanaan merupakan aktivitas yang tujuan utamanya mengarah untuk 
memproduksi perubahan terhadap sikap dan prilaku individu. Roger Everett 
(1962) membicarakan tentang “Difusi Inovasi” dalam konteks ini telah menguji 
beberapa cara yang inovatif seperti gagasan baru dan praktek yang diadopsi 
oleh komunitas atau kelompok yang berbeda. Disini perhatian terpusat pada 
perubahan di dalam pola sosial tradisional. 
Sehingga sampailah pada pertanyaan yang menyangkut struktur strategi 
perencanaan. Tetapi barangkali secara realitas adalah bagaimana cara 
mengembangkan struktur tersebut dan dapat diambil beberapa konsep tentang 
perencanaan dalam mencapai sasaran perencanaan yaitu :  
 Menetapkan kerangka kerja untuk tindakan dasar masa depan diatas 
kepentingan masyarakat. 
 Menyiapkan visi terpadu untuk mengorganisir. 
 
 
 Menyiapkan suatu alat ukur yang layak dan akurat serta menetapkan target yang 
dievaluasi . 
 Mengurangi dan merespon dari kebutuhan masyarakat dan pemilik lain. 
 Lebih fleksibel dan mudah diperbaharui. 
 Lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dan lebih sangat berarti jika 
dihubungkan dengan operasional perencanaan dan keuangan. 
Dengan memperkenalkan konsep perencanaan ini struktur bisa terbentuk 
baik dalam skala ukuran besar maupun kecil sehingga menghasilkan perubahan 
dalam kehidupan masyarakat. 
II.1.7.Proses Perencanaan 
Proses perencanaan dalam manajemen merupakan aktivitas yang 
berusaha memikirkan apa saja yang akan dikerjakannya, berapa ukuran dan 
jumlahnya, siapa saja yang akan melaksanakan dan mengendalikannya agar 
tujuan organisasi dapat tercapai. Gagasan mengenai perencanaan pada awalnya 
berkembang dari pemikiran ekonomi yang didasarkan pada masalah kebutuhan, 
yakni bagaimana pengaturan sumber-sumber yang terbatas dari suatu 
kebutuhan yang besar, luas dan terus berkembang. Dalam konteks ini termuat 
dimensi kalkulasi, prediksi dan pengaturan.  
Tahap implementasi sebagai salah satu bagian dalam proses 
perencanaan merupakan pelaksanaan terhadap suatu kebijakan yang telah 
diambil (diputuskan) dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia 
(manusia dan finansial) oleh unit-unit administrasi. Kamus Webster (Wahab, 
2001; 64), merumuskan bahwa mengimplementasikan (to implement) diartikan 
sebagai menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu (to provide the 
 
 
means for carrying out), menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (to give 
practical effect to). Sedangkan Meter dan Horn (Wahab, 2001 ; 65) merumuskan 
proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 
individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 
dalam keputusan kebijaksanaan (those actions by public or private individuals (or 
groups)that are directed at the achievement of objectives seth for in prior policy 
decisions). 
Menurut Thompson dan Strickland (1996) ada banyak pendekatan dalam 
melakukan perencanaan, yaitu: 
1. The Master Strategist Approach, dimana proses perencanaan sangat didominasi 
oleh satu orang yang disebut sebagai ahli strategi. Perencanaan ini sesuai untuk 
organisasi yang masih bersifat sederhana dengan banyak staf karyawan yang 
masih belum siap untuk melakukan perencanaan. 
2. The Delegate it to others, pendekatan dimana pemimpin cenderung untuk 
melemparkan pekerjaan perencanaan kepada level manajemen dibawahnya. 
Biasanya pemimpin yang melakukan hal ini kurang menguasai bidang usaha 
yang dipimpinnya. 
3. Model collaborative approach yang merupakan kerja dari seluruh anggota 
organisasi. Pendekatan ini akan memberdayakan anggota organisasi pada level 
menengah dan bawah, serta selaras dengan kepentingan dan keinginan 
pimpinan. 
4. The Champion approach, cara pembuatan perencanaan usaha yang biasanya 
dilakukan pada organisasi yang terdiversifikasi dan berskala besar, dimana 
pimpinan puncak tinggal melakukan koreksi dan evaluasi dari perencanaan yang 
diajukan oleh unit bisnis-unit bisnisnya. 
 
 
Penentuan pendekatan dalam proses perencanaan strategis merupakan 
langkah awal yang penting dan menentukan untuk peluang diterapkannya 
strategi yang akan direncanakan. Pemilihan pendekatan ini sangatlah ditentukan 
oleh sifat dan skala organisasi, model dan kompetensi kepemimpinan, serta 
kapasitas dan kemampuan staf organisasi untuk melakukan perencanaan. 
Setelah melakukan perencanaan usaha, maka langkah penting selanjutnya 
adalah bagaimana mengimplementasikan rencana usaha. 
.Mengadaptasi pemikiran Thompson dan Strickland, di Indonesia dalam 
merencanakan pembangunan dapat dikategorikan kedalam perencanaan Model 
collaborative approach atau perencanaan partisipatif, dimana semua unsur 
masyarakat diharapkan terlibat aktif baik dalam perencanaan maupun 
pelaksanaan pembangunan. Model ini menjadi acuan dalam proses-proses 
pembangunan karena lebih sesuai dengan kultur Indonesia dimana sistem 
kekerabatan, gotong royong dan musyawarah merupakan bagian integral dari 
kehidupan sosial. Dari model perencanan yang melibatkan partisipasi 
masyarakat ini ada banyak manfaat yang dapat dipetik yaitu : 
1. Tahap Perencanan melahirkan Sense of identification 
2.  Tahap implementasi melahirkan sense of integrity (rasa kesatuan, 
kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan) 
3. Tahap pemanfaatan hasil melahirkan sense of belonging (rasa memiliki) 
4. Tahap evaluasi melahirkan sense of responsibility (rsa ikut bertanggung 
jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang termanifestasi dalam 
bentuk pengawasan secara berlanjut). 
Adapun strategi pengembangan partisipasi meliputi : 
 
 
1. Strategi penyadaran masyarakat (dari sisis peranan aparat pemerintah 
local) 
2. Rencana pembangunan harus disesain dalam skala kecil, dalam skala 
organisasi pelaksana kecil, wilayah operasinya kecil, target penerima 
manfaat kecil. 
3. Berdimensi self-help (menolong diri sendiri) 
Lima tahap dalam metode perencanaan partisipatif : 
a. Pengumpulan, analisis dan interpretasi data. 
Prisnsip-prinsip pengumpulan data : 
1.  Pengumpulan data dilakukan oleh anggota masyarakat. 
2. Data minimal harus menjadi prinsip. 
3. Data yang dikumpulkan harus disesuaikan dengan kegiatan yang 
direncanakan. 
4. Peralatan pengumpulan data, format data, bentuk-bentuk survey 
harus sesesderhana mungkin agar mudah dipahami dan dapat 
ditabulasi sendiri oleh anggota masyarakat. 
5. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara sukarela 
(mobilisasi, pelatihan, perencanan dan manajemen) 
b.  Identifikasi masalah dan kebutuhan, harus diperhatikan : 
1. Kebutuhan masyarakat dengan memberikan prioritas kepada 
kebutuhan kelompok yang lebih dominant (banyak) 
2. Kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah 
dan kesediaannya untuk menyediakan sumberdaya. 
3. Tahapan (urutan) penyelesaian masalah harus didasarkan kepada 
jumlah dan besarnya masalah yang dihadapi 
4. Keterkaitan dengan masalah yang satu dengan yang lain karena 
mungkin masalah yang satu dipengaruhi atau disebabkan oleh 
masalah lainnya. 
  Analisis Kesulitan dan Hambatan 
 
 
Strategi Pembatasan dapat digunakan untuk mengidentifikasi 
hambatan-hambatan ang dihadapi, karena strategi ini dapat 
memformulasikan kecenderungan-kecenderungan social, ekonomi dan 
kondisi geografis serta ketersedian sumberdaya. 
Beberapa hal penting dari suatu strategi adalah : 
1.  Menetapkan tanggung jawab untuk tugas tertentu dan 
menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang 
dibutuhkan. Jika kualifikasi tenaga yang dibutuhkan tidak 
tersedia mak dibentuk pelatihan seseuai dengan kebutuhan. 
Memperhatikan kebutuhan tekhnis. 
2. Paket pelayanan yang dibutuhkan untuk setiap jenis input. 
3. Melengkapi struktur organisasi dan keterkaitan dengan instansi 
pemerintah untuk pelaksanaan suatu kegiatan. 
4. Rencana pelaksanaan yang detail dari setiap aktivitas. 
5. Menetapkan jumlah dana yang dibutuhkan, sumber-sumber 
pendanaan (pemerintah, masyarakat, dsb). 
6.  Mendisain system monitoring yang partisipatif. 
7.  Penyusunan kerangka perencanaan pembangunan. 
c. Penetapan Tujuan : 
Tujuan ditetapkan berdasarkan hasil kajian tentang masalah yang 
dihadapi oleh daerah yang bersangkutan. 
- Keterkaitan antara tujuan yang berbeda. 
- Tujuan yang ditetapkan dapat diterima oleh senua komponen 
masyarakat. 
 
 
- Kelayakan pencapaian tujuan diuji berdasarkan ketersediaan input 
(tenaga, bahan baku, pembiayaan dari pemerintah, masyarakat, 
swasta) 
- Jangka waktu pencapaian tujuan harus jelas. 
- Lokasinya spesifik 
- Menetapkan kelompok sasaran. 
5. Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan 
Sejumlah kelompok silibatkan dalam masyarakat (kolaborasi) : 
- Kelembagaan penduduk local 
- Pemerintah 
 - L S M 
- Swasta 
- Lembaga Internasional 
Menurut Pian Wiroatmodjo dalam kegiatan pembangunan yang 
dilaksanakan berdasarkan usulan/aspirasi dari masyarakat, (keterpaduan bottom 
up – top down planning) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 
1. Musyawarah pembangunan tingkat desa/kelurahan (Musbangdes). 
2. Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan. 
3. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) tingkat Kabupaten/Kota. 
4. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) tingkat Propinsi. 
5. Konsultasi Regional Pembangunan (Konregbang) sebagai forum 
kebersamaan antar propinsi pada wilayah regional yang bersangkutan. 
6. Konsultasi Nasional Pembangunan (Konasbang) sebagai forum 
perencanaan pembangunan di Pusat menjelang penyusunan RAPBN. 
 
 
Dalam proses ini perlu mendapat perhatian adalah perlunya upaya terus 
menerus meningkatkan kualitas bottom up planning. Agar didapat perencanaan 
yang mencerminkan kondisi yang ada dan dihadapi oleh masyarakat di tingkat 
bawah. Sehingga pada akhirnya nanti pada saatnya pelaksanaan akan 
mendapatkan simpati dan pastisipasi masyarakat secara penuh, mengingat 
pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan hasil aspirasi dan benar-benar 
pemecahan permasalahan yang sedang dihadapinya. 
Dari perencanaan yang baik tersebut diharapkan dapat tersaring 
kebutuhan masyarakat yang mana yang benar-benar mendapatkan prioritas 
pemecahan utama dan mana yang mendapatkan prioritas berikutnya, sehingga 
dari perencanaan inilah diharapkan partisipasi masyarakat muncul dan 
pemberdayaan sumber daya manusia yang optimal. Pada akhirnya akan 
mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang madani (Civil Society) seperti yang 
dicita-citakan oleh pemerintahan sekarang.  
II.1.8.Hubungan Perencanaan Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan 
Lainnya  
Pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan perencanaan daerah 
adalah “apakah kecamatan perlu memiliki dokumen perencanaan tersendiri?” 
jawabannya tentu saja perlu bahkan wajib, sebab sebagai sebuah SKPD yang 
mandiri (disamping dinas, lemtekda dan kelurahan) dan telah mempunyai kode 
rekening sendiri (vide Permendagri Nomor 13 Tahun 2006), sudah selayaknya 
apabila setiap kecamatan membuat visi, sama seperti SKPD lainnya. Visi 
kecamatan tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra) kecamatan. 
Pembuatan renstra tersebut dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi 
 
 
pemerintah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 
tentang AKIP yang sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut 
Inpres Nomor 7 Tahun 1999, pengertian perencanaan strategik yaitu sebagai 
berikut : Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada 
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) 
tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau 
mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan 
program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan 
dapat dicapai.  
Kecamatan sebagai wilayah kerja Camat merupakan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi 
mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (3) huruf (e) UU Nomor 32 Tahun 
2004. Dalam mengoordinasikan penyelenggaraaan pemerintahan, salah satu 
bentuknya adalah mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanan 
dan evaluasi serta pengendalian pembangunan di tingkat kecamatan. Sebagai 
konsekuensinya, kecamatan diharuskan menyusun perencanaan strategis 
(Renstra) kecamatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 151 ayat (1) dan (2) 
UU Nomor 32 Tahun 2004, bahwa :  
1. Satuan kerja perangkat daerah memuat antara lain visi, misi, strategi, 
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 
2. Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam 
bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat 
 
 
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan 
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat.  
Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun/ 
memiliki/mempunyai : Rencana Strategis (RENSTRA) pembangunan kecamatan 
sebagai satu dokumen perencanaan pembangunan kecamatan dalam jangka 
waktu lima tahunan atau jangka menengah. Tujuan penyusunan renstra 
kecamatan adalah sebagai acuan kecamatan dalam mengoperasionalkan 
rencana kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah kecamatan. 
       perencanaan pembangunan yang sudah berjalan pada masa lalu 
(menurut UU Nomor 22 Tahun 1999), ternyata menghadapi berbagai kendala. 
Khusus pada tingkat kelurahan (termasuk desa) dan kecamatan, kendala 
tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan hasil penelitian antara Pusat Kajian 
Pemerintahan (PKP) STPDN dengan Kantor Penelitian dan Pengembangan 
(Litbang) Kota Bandung (2002) yaitu sebagai berikut :  
1. Musbang dan UDKP selama ini hanya berperan sebagai forum 
penampung usulan masyarakat dan tidak memiliki bargaining position 
kuat sebagai forum yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi 
pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Akibatnya, 
penyelenggaraan Musbang dan UDKP menjadi forum yang kurang 
diminati oleh masyarakat. Kalaupun forum ini masih berlanjut 
disebabkan oleh loyalitas yang dimiliki oleh aparat pelaksana tingkat 
kelurahan maupun kecamatan. 
 
 
2. Waktu pelaksanaan Musbang dan UDKP masih menjadi masalah, 
karena tidak adanya sosialisasi secara intensif dan terbuka kepada 
masyarakat melalui penyebaran informasi sebelum penyelenggaraan 
Musbang dan UDKP Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui 
media komunikasi yang ada. Di tingkat kelurahan dapat 
memanfaatkan media komunikasi masyarakat seperti siaran di 
masjid, papan informasi yang ada di RT/RW atau kelurahan serta 
media lainnya. Untuk tingkat kecamatan dapat memanfaatkan media 
massa cetak dsb. Dengan upaya ini maka ketidaktahuan masyarakat 
terhadap penyelenggaraan Musbang dan UDKP dapat diatasi. 
3.  Kurangnya keterlibatan seluruh stakeholders sehingga Musbang dan 
UDKP tidak mencakup seluruh unsur masyarakat pemerhati 
pembangunan meliputi tokoh masyarakat, LSM, ormas, asosiasi 
profesi, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya. 
4.  Mekanisme Musbang dan UDKP sebenarnya masih diperlukan dan 
dianggap penting sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat, 
masalahnya timbul pada tataran implementasi. Karena itu diperlukan 
adanya konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan 
pembangunan di Daerah. Kesadaran terhadap pentingnya aspirasi 
masyarakat belumlah cukup bagi Pemerintah Daerah, ketika 
kemauan politik untuk memperhatikan “masyarakat bawah” belum 
tumbuh. Oleh karena itu apabila Pemerintah Daerah mempunyai 
komitmen yang utuh terhadap kesejahteraan masyarakat, maka 
perhatian terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat seyogyanya 
mendapatkan tempat yang cukup dalam penyusunan rencana 
 
 
pembangunan, bukan atas dasar kehendak sepihak dari Pemerintah 
Daerah. 
5. Kunci dari keberhasilan penyelenggaraan Musbang dan UDKP 
sebenarnya adalah RPT yang tersusun. Oleh karena itu, Musbang 
dan UDKP hendaknya dapat melahirkan sebuah daftar skala prioritas 
kebutuhan masyarakat, bukan sekedar keinginan masyarakat. 
Dengan demikian Musbang dan UDKP harus benar-benar mampu 
menyeleksi berbagai kebutuhan masyarakat dengan 
mempertimbangkan ketersediaan dana. Apabila RPT sudah disusun, 
maka aparat kelurahan dan kecamatan harus konsisten 
memperjuangkan DSP tersebut untuk direalisasikan, bukan sekedar 
menerima daftar isian pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah 
Kota. Pemerintah kelurahan dan kecamatan apabila perlu harus 
berani menolak kegiatan pembangunan yang tidak didasari oleh 
aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat menyusun RPT 
secara tepat, maka dokumen perencanaan yang sah seperti Perda 
tentang RPJPD dan RPJMD perlu disebarluaskan kepada 
masyarakat, agar mereka menjadi “sadar perencanaan”. 
6. Sebagai mekanisme yang bersifat rutin, maka Musbang dan UDKP 
selayaknya didukung sarana dan prasarana yang representatif dan 
bersifat permanen. Tempat penyelenggaraan Musbang dan UDKP 
perlu ditata dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya diskusi 
yang dinamis, formulir isian kegiatan perlu disediakan untuk 
mengantisipasi ketidakmampuan menampung aspirasi secara lisan. 
Selain itu perlu dibentuk kepanitiaan agar pelaksanaan Musbang dan 
 
 
UDKP menjadi terkoordinasikan dengan baik serta ada yang 
bertanggungjawab terhadap keberhasilan atau kegagalan 
pelaksanaannya. Pada saat yang sama perlu adanya dukungan 
konsumsi yang layak bagi peserta Musbang dan UDKP. Untuk ini 
perlu adanya dana yang khusus dialokasikan untuk penyelenggaraan 
Musbang dan UDKP. 
7.  Seringkali penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan 
Musbang dan UDKP terhambat faktor ketidaktahuan masyarakat 
tentang mekanisme perencanaan pembangunan, oleh karena itu 
disarankan seyogyanya secara bertahap Pemerintah Daerah 
mensosialisasikan mekanisme perencanaan pembangunan kepada 
masyarakat, khususnya yang akan mengikuti Musbang dan UDKP. 
Kegiatan ini bisa berupa pelatihan, simulasi di tingkat RT dan RW, 
apabila perlu mendatangkan tenaga ahli. 
8. Sebagai wadah penjaringan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan 
Musbang dan UDKP sering dihadapkan pada ketidaktepatan 
penggunaan metode dan media penyampai aspirasi masyarkat. Oleh 
karena itu, Pemerintah Daerah seyogyanya mengkaji metode mana 
yang paling efektif, untuk kemudian disosialisasikan dan diterapkan 
dalam penyelenggaraan Musbang dan UDKP. Hal ini penting agar 
penyelenggaraan Musbang dan UDKP lebih terarah, terfokus dan 
secara proaktif mampu menggali permasalahan dan kebutuhan 
masyarakat. Di samping itu untuk mengatasi keterbatasan kapabilitas 
Musbang dan UDKP dalam menampung aspirasi masyarakat, perlu 
dipikirkan adanya media penyalur aspirasi masyarakat yang sifatnya 
 
 
tidak hanya temporer tahunan (setahun sekali), tetapi sifatnya 
simultan. Media ini dapat berupa kotak saran di tiap RT/RW, 
kelurahan dan kecamatan, dialog opini pembangunan melalui media 
cetak maupun radio daerah, secara rutin menyebarkan daftar isian 
kebutuhan pembangunan dsb. Hal ini penting agar setiap 
permasalahan sosial yang muncul dapat secara cepat ditangkap dan 
dicarikan jalan keluar oleh Pemerintah Daerah, tanpa menunggu 
permasalahan menjadi besar. 
9. Sebagai mekanisme penyusunan rencana pembangunan daerah, 
seringkali terjadi perbedaan antara prioritas kebutuhan masyarakat 
dengan isu strategis pembangunan daerah yang telah disusun 
(Renstra). Hal ini bisa disebabkan karena penyusunan Renstra yang 
tidak melibatkan aspirasi bawah (masyarakat) sehingga bersifat elitis 
dan tidak “membumi”, atau masyarakat yang tidak mengetahui dan 
memahami Renstra daerah, sehingga tuntutan yang disampaikan 
tidak sejalan. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintah Daerah perlu 
menyusun Renstra Daerah yang betul mencerminkan realitas 
kebutuhan masyarakat, realistis untuk dicapai dan secara proaktif 
disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat 
mengetahui program strategis dan arah kebijakan pembangunan 
Daerah. Dengan langkah semacam ini maka kesenjangan visi dan 
persepsi antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan 
pembangunan dapat dikurangi. 
10. Agar mampu menggali setiap permasalahan secara lintas sektoral, 
seyogyanya Musbang dan UDKP melibatkan semua komponen 
 
 
masyarakat dan dinas instansi pemerintah secara lengkap. Selama ini 
ada kecenderungan bahwa instansi pemerintah yang dilibatkan hanya 
instansi yang menangani pembangunan fisik, sementara yang 
sifatnya pembangunan sosial dan ekonomi sering tidak dilibatkan. Hal 
ini dimaksudkan agar kebijakan pembangunan tidak selalu bersifat 
fisik, sementara permasalahan sosial secara nyata mengalami 
peningkatan secara drastis dan masif. Dengan dilibatkannya dalam 
kegiatan Musbang dan UDKP, diharapkan dinas instansi yang ada di 
Daerah dapat menyusun daftar prioritas pembangunan menyesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat, tidak hanya berdasarkan jumlah 
anggaran yang dimilikinya. Dengan demikian program pembangunan 
yang akan dilaksanakan dapat berjalan. 
11.  Masyarakat masih sering mempertanyakan mengenai fungsi 
Musbang dan UDKP, karena usulan masyarakat seringkali tidak 
diwujudkan, sedangkan yang dibangun adalah yang tidak diusulkan. 
Di sisi lain, Pemerintah Daerah sering mengatakan bahwa tidak 
direalisasikannya usulan masyarakat karena alasan klasik yakni 
keterbatasan dana anggaran pembangunan. Sementara peran DPRD 
dalam penyerapan aspirasi masyarakat relatif terbatas hanya melalui 
mekanisme reses ke daerah pemilihan. Oleh karena itu disarankan 
agar pihak DPRD diikutsertakan dalam penyelenggaraan Musbang 
dan UDKP. 
12. Seringkali Musbang dan UDKP berjalan tanpa menghasilkan rumusan 
yang berkualitas, karena tidakmampuan pemandu untuk 
menghadirkan ide-ide dan menggali aspirasi masyarakat. Pemerintah 
 
 
daerah perlu memberikan bekal yang cukup kepada pemandu 
Musbang tentang tata cara diskusi, memancing ide-ide, cara 
menghidupkan dinamika kelompok, menghargai perpedaan pendapat 
dsb, sehingga peserta dapat menyampaikan aspirasinya secara 
bebas dan tidak merasa terbebani. Langkah ini dapat ditempuh 
melalui pelatihan khusus bagi para pemandu Musrenbang. 
 
Perdebatan tentang perlunya kecamatan menyusun rencana strategis 
sudah terjawab melalui PP Nomor 19 Tahun 2008. Pada Bab VII PP tersebut 
telah diatur mengenai perencanaan kecamatan. Pada Pasal 29 ayat (1) PP 
tersebut dikemukakan bahwa : “Dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai 
kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Desa/Kelurahan”.  
Selanjutnya pada Pasal 29 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 
19 Tahun 2008 disebutkan bahwa :  
1) Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari 
perencanaan pembangunan kabupaten/kota. 
2) Perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Kecamatan secara partisipatif.  
3) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam 
Negeri. 
 
 
 Visi kecamatan disusun dengan merujuk pada visi kabupaten/kota serta 
berdasarkan pada kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan melalui Peraturan 
Daerah (Perda). Karena kecamatan bukan merupakan satuan wilayah 
pemerintahan, maka perencanaan kecamatan juga harus diseleraskan dengan 
perencanaan pemerintah desa. Visi yang baik setidaknya harus memperhatikan 
tiga hal yakni : 1) variasi mata pencaharian penduduk, 2) luas penggunaan lahan, 
dan 3) dominasi sembilan sektor pembangunan berdasarkan PDRB untuk setiap 
kecamatan. 
Sebagai contoh apabila ada kabupaten yang menetapkan kebijakan 
pembanguan desa dengan pendekatan “one village – one product” (satu desa – 
satu produk unggulan) seperti yang dikembangkan di Jepang dan Taiwan, maka  
visi perencanaan pembangunan di kecamatan yang dikembangkan adalah “one 
district – one vision” (satu kecamatan – satu visi). Artinya visi kecamatan akan 
berisi keunggulan untuk masing-masing desa dalam cakupan wilayah kecamatan 
bersangkutan. Agar terjadi keselarasan perencanaan pembangunan, maka 
setelah pemerintah kabupaten/kota menerbitkan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) (sebagai tindak lanjut RPJP 
yang telah disusun), kecamatan perlu segera menerbitkan dokumen 
perencanaan tingkat kecamatan. 
 Dokumen perencanaan kecamatan ditandatangani Camat selaku 
Pimpinan SKPD kecamatan. Selanjutnya, Renstra Kecamatan yang ditetapkan 
dalam periode pembangunan lima tahunan akan dijabarkan kembali ke dalam 
bentuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan, yang kemudian Renja Kecamatan 
tersebut akan dijadikan pedoman bagi setiap unit di lingkungan Kecamatan untuk 
melaksanakan program dan kegiatan di Kecamatan, 
 
 
 
II.1.9.Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan 
 Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan *) Sebagai 
sebuah dokumen perencanaan, Renstra Kecamatan mempunyai sistematika 
sebagai berikut : 
 BAB I PENDAHULUAN 
  A. Latar Belakang 
  B. Maksud dan Tujuan 
  C. Landasan Hukum 
D. Hubungan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan    
Lainnya  
 E. Sistematika Penulisan Rencana Srategis Kecamatan 
 BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
 A. Struktur Organisasi 
  B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan  
 C. Kedudukan, Tugas dan Wewenang 
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN 
A. Kondisi Umum Saat Ini  
B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Ke depan 
 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN  
A. Visi dan Misi  
B. Tujuan dan Sasaran  
C. Strategi  
D. Kebijakan  
E. Nilai-Nilai Budaya Lokal 
 
 
 BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN  
A. Program Lima Tahun Ke Depan 
  B. Kegiatan Lima Tahun Ke Depan  
BAB VI PENUTUP LAMPIRAN 
• Matrik indikator sasaran kinerja Renstra Kecamatan Lima Tahun ke depan, 
• Matrik keterkaitan Misi, Kebijakan, Sasaran, Indikator, Program dan 
Kegiatan Renstra Kecamatan Lima Tahun ke depan. 
 
II.1.10. pengertian strategi 
Definisi strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi 
bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akusisi, pengembangan 
produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint 
venture (David, p.15, 2004). 
Pengertian strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi 
yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan 
lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari 
perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi 
(Glueck dan Jauch, p.9, 1989). 
Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut: 
1. Pengertian Umum 
Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang 
berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara 
atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. 
2. Pengertian khusus 
 
 
Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 
meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang 
tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan 
demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan 
dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan 
perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). 
Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. 
 
II.1.11.Perumusan Strategi 
Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke 
depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, 
menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang 
strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer 
value terbaik. 
Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan 
strategi, yaitu: 
1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa 
depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan 
dalam lingkungan tersebut. 
2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur 
kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh 
perusahaan dalam menjalankan misinya. 
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dari 
strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. 
 
 
4. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif 
strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi 
eksternal yang dihadapi. 
5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek 
dan jangka panjang. (Hariadi, 2005). 
II.1.12.Tingkat-tingkat Strategi 
Dengan merujuk pada pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins 
(1985) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. 
Keseluruhannya disebut Master Strategy, yaitu: enterprise strategy, corporate 
strategy, business strategy dan functional strategy. 
a) Enterprise Strategy 
Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi 
mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang 
berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang 
tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok 
penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi 
enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi 
itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga 
menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk 
memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 
b) Corporate Strategy 
Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut Grand 
Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan 
apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan 
bisnis itu, tidak semata- 
 
 
mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi 
pemerintahan dan organisasi nonprofit. Apakah misi universitas yang utama? 
Apakah misi yayasan ini, yayasan itu, apakah misi lembaga ini, lembaga itu? 
Apakah misi utama 
direktorat jenderal ini, direktorat jenderal itu? Apakah misi badan ini, badan 
itu? Begitu seterusnya. 
Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting dan kalau keliru 
dijawab bisa fatal. Misalnya, kalau jawaban terhadap misi universitas ialah terjun 
kedalam dunia bisnis agar menjadi kaya maka akibatnya bisa menjadi buruk, 
baik terhadap anak didiknya, terhadap pemerintah, maupun terhadap bangsa 
dan negaranya. Bagaimana misi itu dijalankan juga penting. Ini memerlukan 
keputusan-keputusan stratejik dan perencanaan 
stratejik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi. 
c) Business Strategy 
Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah 
masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para 
pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat 
memperoleh keuntungan-keuntungan 
stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke 
tingkat yang lebih baik. 
d) Functional Strategy 
Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya 
strategi lain. Ada tiga jenis strategi functional yaitu: 
• Strategi functional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang 
memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, 
 
 
antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, 
penelitian dan pengembangan. 
• Strategi functional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu 
planning, organizing, implementating, controlling, staffing, leading, motivating, 
communicating, 
decision making, representing, dan integrating. 
• Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik 
situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui 
atau yang selalu berubah (J. Salusu, p 101, 1996). 
Tingkat-tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi 
isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi 
tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi juga hendaknya 
memperhitungkan soal “kesehatan” organisasi dari sudut ekonomi (J. Salusu, p 
104, 1996). 
Jenis-jenis Strategi 
Banyak organisasi menjalankan dua strategi atau lebih secara bersamaan, 
namun strategi kombinasi dapat sangat beresiko jika dijalankan terlalu jauh. Di 
perusahaan yang besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya 
digunakan ketika divisi-divisi yang 
berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Juga, organisasi yang 
berjuang untuk tetap hidup mungkin menggunakan gabungan dari sejumlah 
strategi defensif, seperti divestasi, likuidasi, dan rasionalisasi biaya secara 
bersamaan. 
II.1.13.Jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut: 
1. Strategi Integrasi 
 
 
Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal 
kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi 
vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para 
distributor, pemasok, dan / atau pesaing. 
2. Strategi Intensif 
Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut 
sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha 
intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada 
hendak ditingkatkan. 
3. Strategi Diversifikasi 
Terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi 
konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa 
baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. 
Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan 
yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal. Menambah produk atau 
jasa baru yang tidak disebut diversifikasi konglomerat. 
4. Strategi Defensif 
Disamping strategi integrative, intensif, dan diversifikasi, 
organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, 
atau likuidasi.Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi 
melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk 
meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. 
Kadang disebut sebagai strategi berbalik (turnaround) atau reorganisasi, 
rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda 
dasar organisasi. Selama proses rasionalisasi biaya, perencana strategi 
 
 
bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari para 
pemegang saham, karyawan dan media. Divestasi adalah menjual suatu 
divisi atau bagian dari organisasi. Divestasi sering digunakan untuk 
meningkatkan modal yang selanjutnya akan digunakan untuk akusisi atau 
investasi strategis lebih lanjut. Divestasi dapat menjadi bagian dari 
strategi rasionalisasi biaya menyeluruh untuk melepaskan organisasi dari 
bisnis yang tidak menguntungkan, yang memerlukan modal terlalu besar, 
atau tidak cocok dengan aktivitas lainnya dalam perusahaan. Likuidasi 
adalah menjual semua aset sebuah perusahaan secara bertahap sesuai 
nilai nyata aset tersebut. Likuidasi merupakan pengakuan kekalahan dan 
akibatnya bisa merupakan strategi yang secara emosional sulit dilakukan. 
Namun, barangkali lebih baik berhenti beroperasi daripada terus 
menderita kerugian dalam jumlah besar. 
5. Strategi Umum Michael Porter 
Menurut Porter, ada tiga landasan strategi yang dapat membantu 
organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, 
diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum. 
Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan 
biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap 
perubahan harga. Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat 
produk dan menyediakan jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan 
ditujukan kepada konsumen yang relatif tidak terlalu peduli terhadap 
perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa 
yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen. (David, 
p.231, 2004). 
 
 
II.1.14. Implementasi strategi 
Menurut Musa Hubeis dan Mukhamad Najib dalam bukunya manajemen  
strategik dalam pengembangan daya saing organisasi, 
 “Implementasi strategi mempengaruhi organsisasi dari atas kebawah dan 
mempengaruhi semua area fungsional dan divinsional sebuah bisnis,rencana 
strategik yang secara teknis paling sempurnapun hanya akan memberi 
sumbangan kecil bagi pencapain tujuan jika tidak diimplementasikan. Banyak 
organisasi cenderung menghabiskan waktu, uang, dan usaha untuk 
mengembangkan rencana strategik tanpa diimbangi dengan implementasinya. 
Padahal perubahan datang melalui implementasi dan evaluasi, tidak dari 
perencanaan. Akan tetapi, rencana yang secara teknis kurang apabila 
dilaksanakan dengan baik dapat meraih hasil yang lebih baik dibandingkan 
dengan rencan yang sempurna namun hanya di atas kertas” 
 
Tambah Musa Hubies dan Mukhamad Najib, implementasi adalah proses 
ketika rencana terealisasi, implementasi membutuhkan keterampilan menejerial 
yang berbeda dengan kemapuan dalam perumusan strategik, dalam 
implementasi strategik ada beberapa hal penting yang harus dilakukan 
organisasi yaitu:  
a. Penetapan tujuan tahunan 
Sasaran dan tujuan perusahaan yang  telah dirumuskan dalam 
proses perumusan strategi merupakan sasaran dan tujun lima 
tahunan yang harus diturunkan dalam tujuan tahunan.perusahaan 
perlu menetapkan tujuan tahunan yang mendukung pencapaian 
sasaran dan tujuan lima tahun. 
b. Perumusan kebijakan 
Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetpkan, 
perusahaan perlu merumuskan kebijakan-kebijakan yang 
mendukung, kebijakan adalah seperangkat keputusan menejerial 
 
 
berupa aturan –aturan yang dibuat untik mendukung pencapaian 
tujuan perusahaan. 
c . memotivasi pekerja 
 implementasi strategi adalah proses aksi yang membutuhkan 
dukungan dari semua staf dan karyawan. Proses motivasi 
diperlukan agar karyawan  mendukung secara penuh strategi yang 
akan dan sedang dijalankan perusahaan. 
d. alokasi sumber daya 
 sumber daya yang perlu dialokasikan kembali untuk pencapaian 
tujuan tujuan strategi yang baru adalah keuangan, teknologi dan 
sumber daya manusianya. Perubahan strategi sangat mungkin 
membutuhkan perubahan alokasisumber daya karena adanya 
perubahan prioritas-prioritas dalam aktivitas yang akan 
dilaksanakan.  
II.2.Kerangka Konseptual 
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya , maka diperoleh suatu 
gambaran  yang nyata bahwa perencanaan strategis bagi daerah sangat penting, 
karena tanpa strategi dalam mengelola daerah, seorang pimpinan seolah-olah 
melangkah dalam ketidakpastian. Perencanaan Strategi merupakan faktor 
internal yang penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan 
pengambilan keputusan. Manajemen dengan segala keahliannya dituntut untuk 
menyusun strategi yang cocok untuk daerah yang dipimpinnya 
Dalam penelitian yang akan saya lakukan, penulis menggambarkan 
bahwa implementasi rencana strategi adalah salah satu indikator untuk menilai 
apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, khususnya kinerja 
 
 
kecamatan Bungoro,  maka penulis pada kesempatan ini hanya melihat dari 
sejauh mana pelaksanaan dan sebanyak apa persentase implementas strategi 
kecmatan dari keseluruhan rencana yang ada dalam tahun anggaran 2010-2011. 
 Penulis menggambarkan dalam gambar sebagai berikut : 
 
 
 
 
Gambar 1 : Skema Kerangka Konseptual 
Gambar sedehana diatas cukup meberi kita bayangan bagaimana kinerja 
dari organisasi itu dinilai oleh penulis. 
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   BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
III.1.Llokasi Penelitian 
  Penelitian dilakukan di kantor camat bongoro Kab. Pangkep jalan 
poros makassar – pare pare no. 12, alasan memilih lokasi penelitian di 
tempat ini karena selain saya asli masyarakat pangkep, juga saya ingin 
mengetahui bagaimana perencanaan dan implementasi  strategi dari kota 
asal saya sendiri. 
III.2.Pendekatan Penelitian 
  dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif 
dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriftif yaitu untuk 
mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari  kejadian yang diteliti 
dalam rangka mengetahui dan memahami efektifitas pelaksanaan rencana 
kerja kecamatan Bungoro kabupaten Pangkep tahun anggaran 2010-2011 
  pada teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik 
observasi data, yang kemudian akan diperoleh hasil dari observasi tersebut. 
III.3.Tipe Penelitian 
  Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian 
deskriftif, dimana tipe penelitian deskriftif adalah penyelidikan  yang dilakukan 
terhadap variable mandiri atau satu variable , yaitu tanpa membuat 
perbandingan atau menghubungkan dengan variable lainnya. 
 
 
  Oleh karena itu penulis menggunakan tipe penelitian deskriftif yang 
dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas dan mengenai masalah 
masalah yang diteliti yaitu efektiitas pelaksanaan rencana kerja kecamatan 
bungoro  tahun anggaran 2010-2011. 
III.4.Unit Analisis Penelitian  
  Unit analisis penelitian ini adalah organisasi, sebab pelaksanaan 
rencana strategi kecamatan dilakukan oleh seluruh staf ditingkat kecamatan 
dan desa dan selebihnya dijadikan indikator dalam menilai kinerja kantor 
kecamatan. 
III.5.Definisi operasional 
Defenisi operasional adalah makna dari konsep istilah variabel 
yang dipakai dalam penelitian sehingga akan mudah diukur dalam skala 
pengukuran.  Beberapa konsep yang erat kaitannya engan topik yang 
perlu di operasionalisasikan adalah pelaksanaan/implementasi. Van 
Meter dan Van Horn (1975), dalam bukunya Leo Agustino (2006;139), 
mendefinisikan implementasi sebagai: 
“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau 
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta  yang 
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 
kebiujaksanaan”. 
Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi 
merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah 
atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 
digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut 
 
 
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak 
pada warganegaranya. Namun dalam praktinya badan-badan pemerintah 
sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate dari Undang-
Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk 
memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya 
tidak dilakukan. Dari beberapa definisi diatas  diketahui bahwa 
implementasi kebijakan menyangkut tujuan atau sasaran kebijakan selain 
itu Adanya aktivitas/kegiatan pencapaian tujuan atau hasil kegiatan. Dari 
uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu 
proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu 
aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu 
hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 
III.6.Jenis Dan sumber Data 
Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan adalah 
sebagai berikut adalah Data yang diperoleh dari berbagai literatur, buku-
buku , dokumen dan laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. 
III.7.Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, menggunakan tehnik pengumpulan data, yaitu : 
1. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang berasal dari 
laporan-laporan atau dokumentasi yang dimiliki oleh kantor camat 
bungoro, serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan 
penelitian ini 
2. Observasi Observasi yakni metode yang menitikberatkan pada 
pengamatan langsung di lokasi penelitian guna melihat dan 
 
 
mengetahui secara pasti mengenai imlementasi rencana strategi  
kecamatan Bungoro Kabupaten pangkep. 
III.8.Teknik Analisis Data 
Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari 
pengamatan yang dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya 
sampai dengan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan anlisis data, peneliti 
mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan miles dan huberman yang 
terdiri dari beberapa tahapan antara lain : 
1. Reduksi data  (data reductioan) yaitu proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul di 
lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi 
data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak 
sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan 
2. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam 
bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan 
mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang dipilih 
kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. 
3. Pada tahap akhir dalah penarikan kesimpulan atau verivikasi, yang 
mencari arti pola-pola penjelasan , konfigurasi yang mungkin, alur sebab 
akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat 
dengan melakukan verivikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan 
di lapangan sehingga data dapat di uji validitasnya. 
 
 
 
    
BAB IV 
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
  IV.1.Gambaran Umum kantor kecamatan Bungoro Kabupaten  
                Pangkep 
  kantor camat bongoro Kab. Pangkep beralamatkan dijalan poros  
        makassar – pare pare no. 12 
1. Letak Geografis 
Luas wilayah kecamatan bungoro 90.12 km dengan batas-batas 
administrasi sebagai berikut :  
- Sebelah utara berbatasn dengan kecamatan labakkang dan 
kab.Barru 
- Senbelah timur berbatasan dengan kecamatan tondong tallasa 
dan kabupaten bone 
- Sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar 
2. Pemerintahan 
Di kecamatan Bungoro terdapat 5 desa dan 3 kelurahan, 10 
Dusun, 42 satuan Rukun warga dan 164 satuan rukun rumah 
tangga 
3. Kependudukan 
Jumlah penduduk kecamatan bungoro sebanyak 36.641 orang 
yang terdiri dari 17.584 orang laki-laki dan 19.057 orang 
perempuan dengan sex rasio sebesar 90,12 dan kepadatan 
 
 
penduduk sebesar 308 jiwa/km. Dan yang terjarang penduduknya 
adalah desa tabo-tabo sebanyak 89 jiwa/km . 
4. Sosial 
- Tempat ibadah terdiri dari mesjid 44 buah, langgar/musholla 0 
buah dan gerja 1 buah 
- Kecamatan bungoro memiliki saranapendidikan formal berupa: 
~ SD 30 buah dengan jumlah murid sebanyak 5.190 orang 
~SLTP 5 buah dengan jumlah murid sebanyak 1.277 orang 
~SLTA 4 buah dengan jumlah murid sebanyak 2.693 
-  Sarana kesehatan terdiri dari  : rumah sakit 1 buah, puskesmas 2 
buah, pustu 4 buah, posyandu 29 buah dan fasilitas kesehatan 
lainnya 5 buah. Tenaga pendukung yang berupa dokter 11 orang, 
perawat 41 orang, tenaga bidan 10 orang dan duku bayi 15 
orang. 
5. Pertanian 
- Di kecamatan bungoroterdapat sawah berpengairan seluas 
764,19 Ha dan 1.083,83 Ha sawah tadah hujan 
- Jumlah produksi padi dan palawija 9.072 dan luas 2.436 Ha. 
- Jumlah produksi tanaman perkebunan 6.996 ton dan luas 
1.214,60 Ha 
- Jumlah produksi perikanan darat dan laut 4,.676, 7 ton 
- Jumlah produksi peternakan 1.662, 20 
 
 
 
 
6. Industri 
Di kecamatan bungoro terdapat 747 buah industri 
kerajinan kecil rumah tangga, 1.197 buah industri klecill , 1,018 
buah industri sedang dan 18 buah industri besar. 
IV.2.Kedudukan Instansi Kecamatan Bungoro 
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu kepada Undang-
Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan 
ditindak lanjuti dengan ditetapkannya PP Nomor 41 tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah baik propinsi maupun 
kabupaten/kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi dan 
perangkat daerah sesuai kebutuhan. 
IV.3.Tugas dan Fungsi kantor kecamatan Bungoro 
Kantor Camat Bungoro merupakan salah satu unsur 
perangkat daerah yang dalam tupoksinya membantu Bupati dalam 
menangani sebahagian urusan otonomi yang ada di wilayahnya serta 
melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati 
Pangkajene dan Kepulauan untuk mencapai tujuan dan sasaran 
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
kemasyarakatan dalam lingkup kecamatan Bungoro selain tugas 
dimaksud diatas Kantor Camat Bungoro melalui Camat Bungoro juga 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : 
- Pembinaan Idieologi Negara dan Kesatuan bangsa. 
- Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat. 
 
 
- Pelaksanaan Koordinasi dan Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ) 
DIWILAYAH kerjanya. 
- Pengkoordinasian kegiatan UPTD/Instansi pemerintah diwilayah 
kerjanya. 
- Fasilitasi penyelenggaran pemilihan Kepala Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa  ( BPD ) . 
- Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa 
/ Lurah. 
- Fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa dan penyelesaian / 
perselisihan antar desa. 
- Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan 
- Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah 
lainnya yang ada diwilayah kerjanya. 
- Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan 
Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya diwilayah 
kerjanya. 
- Perimbangan keuangan 
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
kelurahan dan pertimbangan pengangkatan Lurah Sekretaris Desa. 
- Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan dan 
melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan 
diwilayah kerjanya. 
- Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan 
langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan 
kerusakan lingkungan. 
 
 
- Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan 
perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, 
perkoperasian, Usaha Mikro Kecil Menengah dan golongan ekonomi 
lemah, peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan. 
- Pencegahan pengambilan atas pengambilan Sumber Daya Alam 
tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan 
hidup 
- Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat. 
- Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan generasi 
muda, keolahragaan, kebudayaan, pramuka serta peran serta wanita 
- Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
- Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan 
- Antisipasi dan penanggulangan dampak bencana alam  
- Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah asset pemerintah 
daerah di wilayah kerjanya 
- Fasilitasi terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan 
pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum 
IV.4.Unsur  organisasi  
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Camat Bungoro 
didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari : 
1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris 
Kecamatan,mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab 
kepada Camat dalam hal : 
 
 
 a. pemberian pelayanan kepada seluruh satuan organisasi di 
lingkungan Kecamatan, meliputi perlengkapan, kepegawaian, 
dan keuangan. 
 b. pengkoordinasian tugas pekerjaan di lingkungan Kecamatan. 
 c. penyusunan rencana kegiatan Kecamatan 
 d. penyusunan dan pengelolaan anggaran Kecamatan di luar gaji 
pegawai 
 e. pembuatan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi 
umum. 
 f. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, 
 g. perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan 
 h. penyelenggaraan sandi dan telekomunikasi, keprotokolan serta 
ketatausahaan tingkat Kecamatan. 
 i. penyelenggaran keamanan rumah tangga umum Kecamatan. 
 j. pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang administrasi 
umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan. 
 k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat 
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekteratariat 
Kecamatan dibantu oleh : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian . 
-  Pelaksanaan urusan administrasi umum  
- Penyiapan bahan dan data administrasi umum  
- Penerimaan pencatatan , penyimpanan dan pendistribusian  
      surat-surat 
 
 
- Pemeliharaan dan pengendalian barang-barang inventaris 
- Pelaksanaan ketertiban dan keamanan rumah tangga  
     umum kecamatan 
- Pelaksanaan lain yang diberikan oleh atasan. 
- Penyiapan bahan usulan program diklat dan  
     pengembangan pegawai 
- Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat kenaikan gaji 
berkala, cuti, mutasi pegawai, pensiunan dan penghargaan; 
- Penyusunan laporan administrasi kepegawaian 
 b. Sub bagian Perencanaan & Pelaporan  
- Penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja  
      kecamatan 
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan 
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 c. Sub Bagian Keuangan 
  - Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan DPA 
  - Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan anggaran 
  - Penyusunan laporan administrasi keuangan    
 2. Seksi Pemerintahan 
  Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, 
mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada 
Camat melalui Sekretaris Kecamatan dalam hal: 
 
 
a. penyusunan rencana kegiatan bidang pemerintahan dan 
kependudukan sesuai dengan program kerja yang telah 
ditetapkan. 
b. penyiapan bahan pengkoordinasian, pengawasan, dan 
pengendalian kegiatan di bidang pemerintahan dan 
kependudukan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan. 
c. perumusan kebijaksanaan operasional dan 
penyelenggaraan kegiatan dan kependudukan di 
Kecamatan Desa dan Kelurahan. 
d. Pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan dan 
kependudukan. 
e. Pengelolaan administrasi data pertanahan serta masalah 
keagrariaan yang berkaitan dengan pemerintahan.\ 
f. Pembinaan administrasi pemerintahan di Desa dan 
Kelurahan. 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. 
  Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan 
bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris 
Kecamatan dalam hal : 
a. perumusan kebijakan operasional di bidang ketentraman 
dan ketertiban umum. 
 
 
b. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan 
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 
masyarakat. 
c. pengkoordinasian upaya ketentraman dan ketertiban umum 
serta perlindungan masyarakat. 
 d. Penyusunan rencana Penyusunan rencana operasional dan 
evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta 
perlindungan masyarakat. 
e. pendataan dan pencatatan serta pelaporan hal-hal yang 
berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta 
perlindungan masyarakat. 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
4. Seksi Pembangunan 
Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, 
mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada 
Camat melalui Sekretaris Kecamatan dalam hal: 
a. perumusan pelaksanaan program pembangunan di 
Kecamatan. 
b. pengumpulan, pengolahan data, dan turut serta memantau 
dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan. 
c. Pelayanan informasi pembangunan dan pemberian 
perizinan/rekomendasi  
 
 
 5. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas : 
  a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan 
seksi akesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas. 
  b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan 
pogram pendidikan, generasi muda, keolahragaan, 
kebudayaan, serta kepramukaan.  
  c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan 
program kesehatan masyarakat. 
  d. Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan sarana pendidikan 
dan pelayanan kesehatan. 
  e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dibidang 
pencegahan dan penanggulangan bencana alam, 
pengungsi dan masalah sosial. 
  f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit 
kerja terkait. 
  g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan. 
  h. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 
pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan. 
  i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan 
bidang tugas yang diberikan oleh camat. 
 6. Seksi Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas : 
  a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan 
seksi Perekonomian sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 
 
 
 b. perumusan program pembinaan perekonomian masyarakat 
dan lingkungan hidup. 
  c. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit 
kerja terkait. 
  d. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan. 
  e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 
pelaksanaan kegiatan seksi perekonomian. 
  f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan 
bidang tugas yang diberikan oleh camat. 
         IV.5.Struktur Organisasi 
 Struktus organisasi Kantor Camat Bungoro adalah sebagai berikut : 
1. Camat 
2. Sekertariat 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan  
c. Sub Bagian Keuangan   
.  3.   Seksi Pemerintahan 
4. Seksi ketentraman dan ketertiban 
5. Seksi pembangunan 
6. Seksi Kesejahteraan Sosial 
7. Seksi Perekonimian  
  Bagan stuktur Organisasi Kantor Camat Bungoro terlampir 
(lampiran 1) organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah 
ketersediaan Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur. Dimana hal tersebut 
 
 
merupakan roda penggerak organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran 
yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Untuk menunjang pelaksanaan tugas 
dan fungsi yang ada di Kantor Camat Bungoro terdapat Sepuluh perangkat 
dengan perincian sebagai berikut : 
Tabel  1  : Jabatan struktural dan esolonering pada Kantor 
Camat Bungoro 
K
a
b
u
p
s
u
m
b
e
r
 
:
 
K
a
n
sumber : kantor Camat Bungoro, 2010 
No Nama Jabatan Eselon Jumlah Ket 
1. Camat III/a 1 Terisi 
2. Sekretaris  III/b 1 Terisi 
3. Kasi Pemerintahan  IV/a 1 Terisi 
4. Kasi Kesejahteraan Sosial  IV/a 1 Terisi 
5. Kasi Trantib  IV/a 1 Terisi 
6. Kasi Pembangunan  IV/a 1 Terisi 
7 Kasi Perekonomian  IV/a 1 Terisi 
8. Kasubag Umum dan 
 Kepegawaian  
IV/b 1 Terisi 
9. Kasubag Perencanaan dan 
 Pelaporan  
IV/b 1 Terisi 
10. Kasubag Keuangan  IV/b - Koson
g 
 
 
Tabel 2 : Komposisi Pegawai Pada kantor Camat Bungoro  
               Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menurut 
Tingkat Pendidikan  
 
No Tingkat Pendidikan Formal Jumlah Keterangan 
1 Strata-2 ( Magister )               1      
2 Strata-1 ( Sarjana ) 10  
3 Diploma  -  
4 SLTA 14  
5 SLTP -  
6 SD   1  
 Jumlah             26  
Sumber : Kantor Camat Bungoro, 2010 
  Dari  tabel diatas  dapat dijelaskan bahwa Kantor Camat 
Bungoro perlu mendapat penambahan personil dan peningkatan 
status pendidikan.Penambahan porsonil diperlukan mengingat 
keterbatasan jumlah personil. Dalam pendistribusian tupoksi dan 
kewenangan yang ada di Kantor Camat Bungoro. Sedangkan 
peningkatan status pendidikan adalah usaha untuk mendorong dan 
memfasilitasi setiap usaha yang dilakukan oleh perangkat yang ada 
di Kantor Camat Bungoro untuk meningkatkan status pendidikannya 
dan kemampuannya dalam mengelola adaministrasi perkantoran 
dan pelayanan kepada masyarakat. 
 
 
Tabel : 3 Komposisi Jumlah Pegawai Kantor Camat Bungoro 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Menurut Pangkat 
Golongan dan Ruang 
No 
Klarifikasi 
Jumlah Ket 
Pangkat Golongan Ruang 
1 Pembina  IV A 1  
2 Penata TK. I III D 1  
3 Penata  III C -  
4 Penata Muda Tk. I III B 6  
5 Penata Muda  III A 6  
6 Pengatur Tk. I  II D 1  
7 Pengatur  II C -  
8 Pengatur Muda Tk. 
I  
II B -  
9 Pengatur Muda  II A 11  
Sumber : kantor Camat Bungoro, 2010 
 Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa komposisi 
Pegawai berdasarkan golongkan, Pangkat dan ruang masih 
sangat kurang memadai untuk mencapai tujuan organisasi 
satuan kerja secara berhasil guna dan berdaya guna. 
Terbatasnya golongan dan pangkat ruang yang dimiliki 
personil yang berada dilingkup Kantor Camat  Bungoro 
 
 
menjadi salah satu kendala menggerakkan roda organisasi 
yang berada di Kantor Camat Bungoro. 
 IV.6.Visi,Misi, Dan Tujuan Kantor Kecamatan Bungoro 
 A.  VISI  
 Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimilki serta 
kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kecamatan 
Bungoro,adalah : 
 “ TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA YANG PROFESIONAL DAN 
KRIDIBEL DI KECAMATAN BUNGORO.“ 
 Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan 
Bungoro sebagai lembaga yang berkopeten dalam pelayanan prima dan 
professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan 
perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani 
masyarakat dengan transparan,akuntabel dan partisipatif untuk mendukung 
terwujudnya Kabupaten pangkajene dan Kepulauan yang cerdas, sehat dan 
sejahtera di samping itu Kecamatan Bungoro harus dapat menerapkan nilai-nilai 
prtofesional yaitu : 
1. DISIPLIN DAN BERMORAL TINGGI 
 Disiplin adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap setiap 
pearaturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan selalu berjalan 
lancar (tepat waktu, pengambilan keputusan, atribut dll) Moral secara 
umum diartikan sifat ataupun akhlak (ahli tetapi tidak bermoral, 
berbahaya, mementingkan diri sendiri) 
 
 
2. PROAKTIF, KREATIF DAN INOVATIF 
Proaktif dapat diartikan sikap tanggap, peduli dan 
cekatanKreatif dapat diartikan kemampuan dalam menciptakan ide 
Inovatif keberadaan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan 
3. BERJIWA WIRAUSAHA (ENTREUPREUNERSHIP) 
 Sikap untuk mendayagunakan potensi kemampuan yang 
dimilki untuk mencapai hasil kerja yang optimal dengan dilandasi prinsif 
efisiensi dan efektifitas dalam bekerja seorang yang berjiwa wairausaha 
selelau memegang prinsif termurah dari segi biaya, tercepat dari segi 
waktu, termudah dari segi metode, terbaik dari segi mekanisme dan 
terarah dari segi hasil. 
4. BERORIENTASI PADA PRESTASI 
 Prestasi akan lahir dari kerja keras yang tak kenal lelah. Seorang 
yang berorientasi pada prestasi (achievement oriented) dalam bekerja 
berupaya dengan segala daya agar hasil yang diperoleh meningkat 
bahkan prestisius (tidak asal-asalan). 
5.  HAUS AKAN ILMU PENGETAHUAN 
Orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan selalu berusaha menjadi 
sosok yang generalis (serba bisa ) selalu memacu ilmu pengetahuan 
,mengasah keterampilan dan memperkuat keimanan, sehingga diperoleh 
kemampuan untuk memecahkan dan menanggulangi persoalan, baik 
sekarang maupun masa mendatang. 
 
 
 
6. BERORIENTASI KE MASA DEPAN 
Orang yang berfikir masa depan tidak bekerja spekulatif, bekerja dengan 
perencanaan yang matang, selalu menciptakan ide, gagasan, pemikiran 
dan hasil kerja yang bersifat kondisional, tidak situasional atau kebutuhan 
sesaat. Tidak hanya berpacu dengan waktu di masa depan, tetapi juga 
berlomba dengan kiat dan semangat. 
7.  BERDEDIKASI DAN PENUH TANGGUNG JAWAB. 
Dedikasi adalah pengabdian tugas kewajiban yang dibebankan dan 
ukuran bagi seseorang yang mengabdikan dirinya demi keberhasilan 
tugas atau pekerjaan. Bagi seorang pegawai yang berdedikasi tinggi, 
keterbatasan sarana atau fasilitas kerja tidak dinilai sebagai hambatan 
yang menyebakan proses kegiatan kerja menjadi terhambat. Justru di 
tengah-tengah keterbatasan itu ia secara kreatif mampu 
mendayagunakannya untuk mencapai prodiktivitas kerja yang 
setinggitingginya. Seseorang yang berdedikasi, selalu mendahulukan 
kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Penuh tanggung 
jawab adalah sikap berani mengambil resiko atas pekerjaan yang 
dilaksanakannya serta konsekwen dalam mempertanggungjawabkannya. 
Oleh karena itu dalam melaksanakan program dan kegiatannya selain 
menerapkan nilai-nilai profesionalisme juga terpercaya dalam mengawal 
visi-misi Kabupaten pangkajene dan Kepulauan. 
 
 
 
 
B. MISI  
 Untuk mencapai visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam 
rangka mewujudkan Kabupaten pangkajene dan Kepulauan 2010 
 C. TUJUAN DAN SASARAN  
 Tujuan yang ingin dicapai Kantor Kecamatan Bungoro adalah sebagai 
berikut : 
a.  Peningkatan pelayanan dan Profesionalisme aparatur  
•  Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan, Kelurahan dan Desa. 
•  Meningkatkan kerjasama yang aktif antara instansi. 
b.  Peningkatan pengelolaan administrasi Perkantoran. 
•  Meningkatkan system pengelolaan administrasi Perkantoran. 
c. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di 
Kecamatan 
•  Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa / 
Kelurahan dan kelembagaan masyarakat di Kecamatan. 
Adapun sasaran yang akan dicapai pada Kantor Kecamatan Bungoro yaitu : 
1. Terselenggaranya sistem Administrasi Perkantoran Kecamatan 
yang efektif, efisien dan akuntabel. 
2. Terwujudnya pemanfaatan sarana dan prasarana secara berdaya 
guna dan berhasil guna. 
3. Meningkatkatnya kedisiplinan Aparatur  
4. Terciptanya Peran Perempuan di Desa / Kelurahan 
 
 
5. tercapainya sistem perencanaan pembangunan Daerah di 
Kecamatan. 
6. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan Pemrintahan Umum di 
Desa dan Kelurahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang konsep penilaian 
kinerja organisasi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis pada Bab-
bab sebelumnya, terlebih dahulu penulis ingin menyampaikan hasil temuan 
penelitian yang telah dilakukan penulis pada kantor kecamatan Bungoro 
Kabupaten Pangkep bahwa sangat disayangkan, walaupun otonomi daerah 
telah lama dicanangkan oleh pemerintah, ternyata Kantor Kecamatan Bungoro 
Belum memiliki Rencana Strategi sendiri, baik itu rencana jangka panjang kantor 
kecamatan bungoro hanya memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKT). Staf yang 
bersangkutan mengatakan bahwa alasa belum dibuatnya rencana strategi atau 
renstra karena belum adanya instruksi dari pemerintah pusat dalam hal ini 
pemkab pangkep untuk pembuatan renstra, 
 kemudian. Ditemukan bahwa bukan hanya kecamatan yang jadi obyek 
penelitian yang memiliki masalah tersebut di atas, bahkan kecamatan lain pun 
memiliki masalah serupa berdasarkan bukti yang diberikan bappeda. Jadi 
penulis memberi pandangan bahwa kurangnya perhatian dari pemerintah pusat 
untuk kecamatan.jadi dalam menilai kinerja dari kantor kecamatan bungoro ini 
penulis lihat dari sejauh mana Rencana kerja tahunan ini terlaksana dan 
seberapa besar persentasenya. 
 
 
 
 
V.1.Program dan Kegiatan Sesuai RKT (Rencana Kerja Tahunan)  
2009-2010 
V.1.1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   
  Kegiatan ,bertujuan memperlancar kegiatan administrasi dan 
kelengkapan administrasi seperti pengadaan atau pembaruan barang 
dengan anggaran sebesar Rp 500.000, realisasi Rp. 499.650 untuk 
membeli materai, perangko, dan alat pos lainnya dengan persentase 
99,93%,  
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   
  Kegiatan ini menyangkut pembayaran rekening telpon, listrik dan 
air dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000, dengan realisasi 
sebesar Rp. 5.687.804 dengan persentase 63,20% 
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 
  Kegiatan ini bertujuan untuk menambah perlenkapan kantor 
seperti  tenda dan kursi  dengan anggaran sebesar Rp.3.000.000, 
realisasi Rp 3.000.000 dengan persentase 100%,  
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 
  Kegiatan Penyedia jasa kebersihan kantor dimaksudkan  sebagai 
penambahan atau pembaruan alat kebersihan seperti sapu, tempat 
sampah dll dengan anggaran sebsear Rp. 2.000.000, realisasi 
Rp.612.000 dengan persentase 30,60% 
 
 
5.  Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 
  Kegiatan ini dimaksudkan untuk meperbaiki instalasi listik  kantor 
kecamatan dan desa di bungoro dan menambah jumlah bohlam untuk 
peneran  ga, dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000 realisasi 
sebesar Rp.499.500 dengan persentase 49,95% 
6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – 
undangan. 
  Kegiatan ini mencakup pembelian literatur buku dan perundang – 
undangan untuk menambah wawasan staf desa dan kecamatan 
dengan anggaran dana sebesar Rp.2.000.000 dengan realisasi 
Rp.1.980.000, persentase 99% 
7. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah  
  Kegiatan ini mencakup pembiayaan perjalanan dinas dalam dan 
luar daerah dengan anggaran sebesar Rp.21.920.000 realisasi 
Rp.21.640.000, persentase 96,67% 
8. Kegiatan Peningkatan Tenaga Pendukung / Tekhnis Perkantoran  
  Kegiatan ini mencakup pembayaran tenaga pendukung seperti 
honorarium dan PTT dengan anggaran sebesar Rp.28.860.000 
realisasi sebesar Rp.25.320.000 dengan persentase 87,73% 
9. Kegiatan Administrasi Ketatausahaan  
  Kegiatan ini mencakup penggandaan, ATK, Terpenuhinya 
kepuasan aparat terhadap penyediaan, ATK, Penggandaan dan 
 
 
Tingkat Motivasi Pegawai Peserta Rapat terhadap konsumsi Harian 
dan Konsumsi Rapat    dengan Anggaran sebesar Rp. 17.950.000 , 
realisasi sebesar Rp.12.642.185. maka persentase sebesar 70,43 %  
 V.1.2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 
ketigiatan ini mencakup pembelian beberapa inventaris kantor seperti tv, 
kipas angin, AC dll dengan anggaran sebesar Rp.32. 250.000 realisasi 
sebesar Rp.23.997.500, dengan persentase 74,41% 
2. Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan  
dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000 dipakai untuk membayar tukang 
bersih dan alat kebersihan dengan realisasi sebesar Rp.830.500 
persentase 55,37% 
3. Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 
kegiatan ini mencakup perbaikan retakan plavon kantor dengan anggaran 
sebesar Rp.1.000.000 dengan realisasi Rp.252.000 persentase 25,20% 
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin / bekala Mobil Jabatan  
kegiatan iini mencakup perbaikan mobil dinas dan beberapa motor dinas 
dengan anggaran sebesar Rp. 20.500.000 dengan realisasi 
Rp.14.850.000 persentase 72,44%. 
5. Kegiatan Pemeliharaan rutin / bekala Paralatan gedung kantor  
hal ini mencakup pemeliharaan alat perkantoran seperti komputer, mebel, 
kursi, meja dll dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000, realisasi 
Rp.815.000, persentase 40,75% 
 
 
 
 V.1.3.Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur  
  1. Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya 
 V.1.4.Program Peningkatan Peran Perempuan dipedesaan    
  1. Kegiatan Pembinaan 10 Program Pokok PKK  
   Kegiatan yang mencakup pelaksanaan seminar dan kegiatan 
pelaksanaan program PKK dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000 
dengan realisasi Rp.10.000.000 maka persentase menjadi 100% 
 V.1.5.Program perencanaan pembangunan daerah 
  1. Kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPD  
   Kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPD dengan anggaran 
sebesar Rp.2.000.000 realisasi Rp.2.000.000 maka persentase 
menjadi 100% 
 V.1.6.Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan 
Umum 
  1. Kegiatan rapat koordinasi terbatas bidang pemerintahan dan 
kewilayahan  
    Kegiatan ini mencakup rapat dan seminar untuk koordinasi bidang 
pemerintahan dan kewilayahan dengan anggaran sebesar 11.800.000 
realisasi sebesar Rp.7.200.000 persentase sekitar 61,02%.  
 
 
 
 
V.2.Indikator Tercapainya Rencana Tahunan 
 Kantor Camat Bungoro Tahun 2010 mmerencanakan 4 sasaran dengan 
10 indikator sasaran sebagai berikut : 
1. Persantase pengadaan peralatan penunjang kegiatan perkantoran  
2. Persentase pemeliharaan sarana dan prasaran perkantoran  
3. Persentase cakupan pengelolaan adaministrasi kemasyarakatan 
4. Persentase cakupan mobilitas pelayanan kemasyarakatan 
5. Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran 
6. Persentase peningkatan pengetahuan dan kompetensi aparutur 
kecamatan 
7. Persentasecapaian sistem pelaporan kinerja dan keuangan 
8. Persentase cakupan pelaksanaan pra musrembang tingkat Dusun’ 
9. Persentase pelaksanaan musrembang tingkat desa 
10. Persentase cakupan realisasi penlunasan PBB. 
  
V.3.Sasaran Yang Ingin Dicapai. 
1. Terwujudnya sistem pelayanan prima di Kantor camat Bungoro yang 
berorientasi kepada masyarakat 
2. Meningkatnya sistem pelayanan administrasi pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan Yang partisipasif, responsif dan 
akuntabel 
3. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat melalui program 
pemberdayaan dan optimalisasi kearifan lokal dalam pelaksanaan 
kegiatan perencanaan 
 
 
4. Terwujudnya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dengan unit kerja 
lainya baik secara vertical maupun horisontal 
 Berikut ini penjelasan dari tercapainya 4 sasaran dari 6 program 
rencana strategi kecamatan Bungoro tahun Anggaran 2010-2011 yang 
diukur berdasarkan 9 indikator.   
V.4. Pengukuran Evaluasi dan Capaian Hasil Kinerja  
Selama tahun 2010 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang 
terkait dengan lima (5) sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan 
kinerja.Pengukuran evaluasi dan analisis yang disajikan dalam LAKIP ini 
lebih memfokuskan pada realisasi saran dan bukan pada realisasi kegiatan. 
Hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis dari masing-masing sasaran 
dapat dijelaskan melalui uraian dibawah ini :  
Sasaran 1  ” Terwujudnya sistem pelayanan prima di Kantor camat 
Bungoro yang berorientasi kepada masyarakat ”  
Sasaran ini dukung oleh kebijakan peningkatan kualitas pelayanan 
Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan dengan sebuah program 
peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Adapun indikator kinerja, target 
dan realisasi sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
Indikator kinerja  Target Realisasi  Capaian  
Persentase Pengadaan perlengkapan 
 penunjang kegiatan perkantoran  
100 % 100 % 100 % 
Persentase Pemeliharaan sarana dan 
 prasarana dan perkantoran  
95 % 95 % 100 % 
Persentase cakupan pelayanan administrasi  
Perkantoran  
80 % 80 % 100 % 
Persentase cakupan mobolitas pelayanan 
perkantoran  
60 % 60 % 100 % 
Tabel 4 : indikator kinerja 
  Berdasarkan tabel tersebut diatas nampak bahwa terdapat empat 
(4) indikator dan keseluruhannya telah mencapai target sesuai dengan yang 
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2010. Persentase 
pengadaan perlengkapan penunjang kegiatan perkantoran 100%, persentase 
Pemeliharaan dan prasarana perkantoran 95 % persentase cakupan 
pelayanan administrasi perkantoran 80 % dan persentase mobolitas 
pelayanan perkantoran 60 %.  Hal ini dimungkinkan karena komitmen semua 
aparatur yang ada di kantor Kecamatan Bungoro yang senantiasa 
memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat walaupun tetap masih 
ditemukan beberapa kendala tekhnis. Selain itu keberhasilan ini didukung 
pula oleh perhatian pemerintah kabupaten Pangkajene dan kepulauan yang 
besar, ditandai dengan adanya peningkatan alokasi anggaran setiap 
tahunnya untuk membiayai pelayanan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan.  
Pencapaian Indikator kinerja tersebut daitas didukung oleh 
kebijakan peningkatan kualitas pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan 
 
 
Kemasyarakatan yang digerakkan melalui Program peningkatan Sarana 
danPrasarana Aparatur dengan sasaran peningkatan kualitas pelayanan bagi 
masyarakat. Pengadaan perlengkapan penunjang kegiatan perkantoran 
sangat mempengaruhi percepatan proses administrasi pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Untuk tahun 2010 pada 
kantor camat bungoro terdapat anggaran kegiatan pengadaan perlengkapan 
gedung kantor berupa pengadaan 1 unit komputer, printer 1 unit, Meja Kerja 
1 Unit, Kursi Kerja 1 Unit dan Sofa 1 Unit dengan penambahan ini dirasakan 
sangat membantu dalam proses penyelesaian tugas-tugas administrasi 
perkantoran dan pelayanan kemasyarakatan. Untuk indikator pemeliharaan 
sarana dan prasarana perkantoran tidak mempengaruhi proses pencapaian 
sasaran yang telah ditetapkan akan tetapi tetap menunjang kelancaran dan 
kenyamanan proses pelayanan dalam rangka pencapaian tingkat kepuasan 
masyarakat adapun kegiatan yang dilakukan yakni pemeliharaan gedung 
kantor berupa pengecetan gedung kantor berupa service computer dan 
printer, mesin ketik manual serta perbaikan mobiler, sementara untuk 
indikator cakupan mobilitas pelayanan kemasyarakatan telah memenuhi 
target yang telah ditetapkan. Hal ini di dukung oleh program peningkatan 
sarana dan prasarana aparatur pada kegiatan pemeliharaan mobil jabatan. 
Walaupun untuk mobil jabatan camat  bungoro saat ini dirasakan  masih 
belum terawat dengan baik untuk menunjang optimalisasi dan akselerasi 
penyelenggaraan kegiatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan. Mobil Dinas yang ada pada Kantor Camat Bungoro berupa 
1 unit kendaraan roda empat (mobil). Kendaraan inilah yang digunakan 
 
 
dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
kemasyarakatan. 
Sasaran 2 : Meningkatnya sistem pelayanan administrasi pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan Yang partisipasif, 
responsif dan akuntabel 
 Sasaran ini didukung oleh kebijakan peningkatan kualitas 
pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan 
program pelayanan administrasi perkantoran.  Adapun indikator kinerja, 
target dan realisasi sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut 
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
Presentase cakupan pengelolaan Administrasi 
 Perkantoran 
95 % 95% 100 % 
Presentase peningkatan pengetahuan dan 
 kompetensi aparatur kecamatan  
100 % 100 %` 100 % 
Tabel 5 : indikator kinerja 
 Berdasarkan tabel tesebut diatas terlihat bahwa terdapat dua (2) 
indikator dan keseluruhannya telah mencapai target sesuai dengan yang 
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2010. Persentase 
pengelolaan admnistrasi keuangan dan perkantoran 95%, Persentase 
peningkatan pengetahuan dan kompetensi aparatur kecamatan 100%.  
 Pencapaian target indikator cakupan pengelolaan administrasi 
keuangan dan perkantoran dapat terealisasi melalui kegiatan – kegiatan 
pokok yang ada pada program pelayanan administrasi perkantoran. 
 
 
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi 
sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa peralatan dan 
perlengkapan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan komponen 
instalasi listrik /penerangan bangunan kantor, Peningkatan tenaga 
pendukung/Tekhnis Perkantoran, Administrasi Ketatausahaan ketujuh (7) 
hal ini sangat menentukan tingkat penyelesaian administrasi 
pemerintahan,pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan mengingat 
peralatan penunjang kegiatan perkantoran menggunakan sistem 
komputerisasi. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang 
undangan, dengan kegiatan ini diharapkan aparatur yang ada 
mendapatkan informasi-informasi terkini melalui pengadaan surat kabar 
(surat kabar) dan buku-buku perundang-undangan baik dari regulasi 
tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten, sehingga diharapkan 
pengetahuan aparatur tentang kondisi yang ada pada saat ini dapat 
meningkat. kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, kegitan 
ini berupa perjalanan dinas guna mengikuti kegiatan koordinasi dan 
konsultasi baik yang dilakukan diluar daerah Kabupaten Pangkep 
maupun diluar propinsi Sulawesi Selatan. Untuk tahun 2010 kegiatan 
rapat koordinasi dan konsultasi diluar daerah dilakukan sebanyak 10 kali 
kegiatan, rapat koordinasi dan konsultasi diluar Propinsi sebanyak 3 kali 
kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan peninjauan laporan 
kegiatan inipun berbentuk perjalanan Dinas hanya cakupan kegiatannya 
berada dalam wilayah kabupaten pangkep untuk tahun 2010 kegiatan 
konsultasi dalam daerah dan peninjauan lapangan dilakukan sebanyak 
196 kegiatan dengan perincian untuk esselon III sebanyak 15 kegiatan 
 
 
dan golongan II sebanyak 15 kali  kegiatan. Adapun bentuk kegiatan yang 
dilakukan menghadiri undangan rapat koordinasi dan konsultasi baik yang 
diadakan SKPD ditingkat kabupaten, tingkat kecamatan maupun ditingkat 
desa. Kegiatan lainnya berupa peninjauan lapangan dalam wilayah 
kecamatan bungoro .kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan 
perkantoran, kegiatan inilah yang merupakan, urat nadi keberhasilan dari 
seluruh kegiatan administrasi  pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan kemasyarakatan. Kegiatan ini memuat pengadaan ATK, cetak 
dan pengadaan, makan minum harian aparatur dan makan minum tamu. 
Untuk tahun 2010 alokasi yang di anggarkan untuk kegiatan ini sebesar 
Rp. 17.950.000. kegiatan penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan 
kantor, kegiatan ini turut memberi andil dalam pencapaian target 
mengingat aspek kenyamanan dalam pengelolaan administrasi sangat 
mempengaruhi tingkat kinerja aparatur. 
 Untuk realisasi anggaran tahun 2010 yang ada pada dokumen 
pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD Kantor Camat bungoro pada 
rekening belanja pegawai sebesar Rp 122.358.639,- anggaran inilah yang 
digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan yang ada pada SKPD 
Kantor Camat Bungoro  dan secara keseluruhan telah dipertanggung 
jawabkan. Sementara cakupan pelaksanaan laporan kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja kantor camat bungoro untuk tahun 2010 telah mencapai 
target dengan penyusunan lakip tahun 2010 1 dokumen, laporan 
keuangan bulan triwulan/semesteran 1 paket, penyusunan RKA dan DPA 
masing-masing 1 dokumen. 
 
 
Sasaran 3 : Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat 
melalui program pemberdayaan dan optimalisasi kearifan lokal 
dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan 
  Sasaran ini didukung oleh kebijakan Koordinasi 
penyelenggaraan kegiatan pembangunan kewilayahan dengan program 
perencanaan pembangunan daerah dan program peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunana desa. Adapun indikator kinerja, target 
dan realisasi sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
Indikator kinerja Target Realisasi Capaian 
Persentase cakupan pelaksanaan 
 musrenbang tingkat desa  
100% 100% 100% 
Pesentase cakupan pelaksanaan musrenbang 
 tingkat kecamatan 
100% 100% 100% 
Persentase cakupan pelaksanaan 
 musrembang tingkat kabupaten 
100% 100% 100% 
Persentase cakupan pembuatan dokumen 
 RPJM Desa 
100% 28,6% 28,6% 
 Tabel 6 : indikator kinerja 
Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa dari 4 indikator kinerja diatas 
telah mencapai target 100%. 
 Sementara dari sisi proses masalah yang terjadi antara lain  masih 
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perencanaan 
 
 
pembangunan yang di wilayahnya. Munculnya kejenuhan masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan yang di selenggarakan 
tiap tahunnya. Hal ini diakibatkan usulan-usulan pembangunan yang 
termuat dalam dokumen musyawarah rencana pembangunan tidak 
terakomodir/ di kerjakan pada anggaran tahun berikutnya bahkan ada 
usulan rencana pembangunan yang sudah 5 tahun di usulkan tapi belum 
di kerjakan. Adanya ego kewilayahan dimasing-masing dusun yang 
menginginkan perioritas rencana pembangunan dilaksanakan diwilayah 
dusunnya. Selain itu masih ditemukan masalah keterbatasn anggaran 
ADD yang ada di desa, Hampir 70% anggaran ADD diperuntukkan untuk 
kegiatan fisik (pembangunan infrastruktur desa) sementara 30% untuk 
biaya  honorarium dan operasional apraratur pemerintah desa. 
Sementara persentase penyelesaian RPJMDES sampai dengan 
desember 2010  telah mencapai target  100%. 
 Namun demiikian, telah dibuat rekomendasi sebagai upaya untuk 
memecahkan berbagai masalah tersebut diantaranya perlu upaya 
sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan perencanaan 
sebagai bagian dari uapaya meningkatkan kwalitas kewilayahan dalam 
rangka mewujudkan kwalitas hidup masyarakat yang lebih baik. Perlu 
kegiatan pelatihan/diklat aparatur desa khususnya sekdes dalam bidang 
keuangan dan perencanaan. Perlu penambahan anggaran ADD 
khususnya anggaran pemberdayaan masyarakat. 
 Adapun empat (4) indikator kinerja yang telah mencapai target 
adalah :  Persentase cakupan pelaksanaan musrembang tingkat Desa 
dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%, Persentase cakupan 
 
 
pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan dengan realisasi sebesar 
100% dari target 100%, Persentase cakupan pelaksanaan musrembang 
tingkat Kabupaten dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%. 
 Meskipun tiga (3) indikator tersebut telah mencapai target akan 
tetapi seperti yang diketahui bahwa system perencanaan yang tengah 
dibangun saat ini harus bersifat botton up (dari bawah) artinya 
perencanaan tesebut berasal dari aspirasi seluruh masyarakat ada dalam 
wilayah tersebut. Sementara baik pelaksanaan musrembang tingkat 
desa,kecamatan maupun kabupaten hanya dihadiri oleh perwakilan-
perwakilan masyarakat. Hal ini terjadi mengingat keterbatasan anggaran 
dan tempat pelaksanaan sehingga tidak memungkinkan menghadirkan 
seluruh masyarakat dalam pelaksanaanya. 
Sasaran 4 : Terwujudnya sinergitas dalam pelaksanaan tugas 
dengan unit kerja lainya baik secara vertical maupun 
horisontal.  
Sasaran ini didukung oleh kebijakan koordinasi dalam 
pelaksanaan tugas dengan instansi terkait dengan program penanganan 
pemeliharaan kantrantibmas, program peningkatan pengembangan 
pengelolaan keuangan daerah. Adapun indikator kinerja, target dan 
realisasi sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
Persentase cakupan pelaksanaan 
 pemeliharaan dan penanganan 
 kantibmas 
95% 95% 100% 
Persentase cakupan pembinaan 
 aparatur Desa 
95% 95% 100% 
Persentase cakupan realisasi 
 penlunasan PBB 
100% 100% 100% 
Tabel  7 : indikator kinerja 
Berdasarkan tabel tersebut diatas terlihat bahwa terdapat tiga (3) 
indikator dan keseluruhannya telah mencapai target sesuai dengan yang 
telah ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) Tahun 2010. Persentase 
cakupan pelaksanan pemeliharaan dan penanganan kantibmas 95%, 
Persentase cakupan pembinaan aparatur desa 95%, dan Persentase 
cakupan realisasi pelunasan PBB 100%. 
 Pencapaian target indikator cakupan pelaksanaan pemeliharaan 
dan penanganan kantibmas dapat teralisasi melalui program penanganan 
pemeliharaan kantrantibmas dengan kegiatan penanganan / 
pemeliharaan kantibmas. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan 
unsur muspika/tripika dalam hal ini Camat Bungoro, Kapolsek Bungoro 
dan Danramil Bungoro masing-masing beserta dengan jajarannya. Dalam 
pelaksanaan kegiatannya ketiga unsur ini berkolaborasi dalam 
melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam 
 
 
bidang keamanan dan ketertiban wilayah, melakukan pencegahan tindak 
kriminalitas dalam masyarakat, menangani dan menyelesaikan konflik 
yang muncul dalam masyarakat, dalam hal ini konflik yang muncul 
mengenai persengketaan hak atas tanah. Selain itu ketiga unsur ini 
bersama-sama mengkoordinir pelaksanaan upacara hari kebesaran 
nasional. 
 Untuk indikator cakupan pembinaan aparatur Desa, dan cakupan 
pelunasan PBB, dapat terealisasi melalui kegiatan-kegiatan pokok yang 
ada pada program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan 
daerah dengan kegiatan pembinaan aparatur desa dan intensifikasi 
sumber-sumber pendapatan daerah.  Adapun jenis pembinaan yang 
dilakukan pada aparatur desa berupa pembinaan tata cara pengelolaan 
administrasi pelaksanan dan pertanggung jawaban ADD, pembinaan tata 
cara pengisian propil desa, tata cara pembuatan RPJMDes, pembinaan 
menyangkut kelembagaan desa dan lain-lain yang berkaitan dengan 
proses administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan 
setelah kegiatan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan lokasi kegiatan 
fisik ADD yang telah dikerjakan.  
 Kebijakan pemerintah kabupaten pangkep memberikan subsidi 
pada pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin yang 
memiliki nilai SPPT PBB dibawah Rp.20.000 membawa efek positif dalam 
pencapaian target pelunasan PBB Kecamatan Bungoro Tahun 2010.  
 
 
 
 
V.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN 
 Dalam pelaksaan kegiatan dan program berdasarkan tugas dan 
fungsi serta kewenangan yang ada pada kantor camat Bungoro 
kabupaten pangkep tidak lepas dari adanya dukungan 
pembiayaan/penganggaran. Adapun sumber pembiayaan pada tahun 
2010 yang tertuang didalam Dokumen pelaksaan Anggaran (DPA). 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Bungoro terbagi 
atas dua (2) yakni : 
  Untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian interen 
Kantor camat bungoro didalam pelaksanaan anggaran tersebut 
dilaksanakan melalui monitoring tidak langsung yaitu melalui laporan rutin 
triwulan dan monitoring langsung yaitu melalui pertemuan evaluasi dan 
monitoring yang juga dilaksanakan secara berkala (triwulanan dan 
tahunan) disamping itu juga diadakan peninjauan langsung kelokasi-
lokasi pelaksanaan kegiatan. 
1. Belanja Langsung 
  Untuk tahun 2010, total alokasi belanja kantor Kecamatan 
Bungoro sebesar Rp.150.000.000,- dan total relisasi sebanyak Rp. 
122.358.639,- (81,57%). Adapun akuntabilitas keuangan dalam 
mencapai setiap sasaran tersebut yang dananya didistribusikan 
melalui setiap program dapat diuraikan seperti dibawah ini : 
\ 
 
 
 
PROGRAM KEGIATAN TARGET REALISASI % 
Program 
administrasi 
Perkantoran  
Penyediaan Jasa Surat 
 Menyurat  
500.000 499.650 99,93 
 Penyediaan Jasa 
 Komunikasi, Sumber 
 Daya Air dan Listrik  
9.000.000 5.687.804 63,20 
 Belanja Sewa 
 Perlengkapan dan 
 Peralatan Kantor  
3.000.000 3.000.000 100 
 Penyediaan jasa 
 Kebersihan Kantor  
2.000.000 612.000 30.60 
 Penyediaan komponen 
InstalasiListrik/Peneranga
n Bangunan Kantor  
1.000.000 499.500 49,95 
 Penyediaan bahan 
 bacaan/ perundangan 
2.000.000 1.980.000 99 
Rapat Koordinasi dan 
 konsultasi keluar Daerah 
21.640.000 21.920.000 96,67 
Peningkatan Tenaga 
 pendukung / Tekhnis 
Perkantoran  
28.860.000 25.320.000 87,73 
Administrasi Ketausahaan  17.950.000 12.642.185 70,43 
 
 
Peningkatan 
sarana prasarana 
aparatur 
Pengadaan Perlengkapan 
Gedung Kantor  
32.250.000 23.997.500 74,41 
 Pem.Rutin/Berkala Rumah 
Jabatan  
1.500.000 830.500 55,37 
 Pem.Rutin/Berkala 
Gedung Kantor 
1.000.000 252.000 25,20 
Pem.Rutin/Berkala Mobil 
 Jabatan  
20.500.000 
 
14.850.000 72,44 
Pem. Rutin/berkala 
 Peralatan Gedung Kantor 
2.000.000 815.000 40,75 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 
Pengadaan pakaian 
 Khusus Hari-hari tertentu  
5.000.000 5.000.000 100 
Peningkatan 
Peran Perempuan 
di Pedesaan  
Pembinaan 10 Program 
Pokok PKK  
10.000.000 10.000.000 100 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah  
Penyelenggaraan 
Musrenbang RKPD  
5.000.000 5.000.000 100 
Peningkatan 
kapasitas 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Umum 
Rapat Koordinasi terbatas 
bidang Kewilayahan 
11.800.000 7.200.000 61,02 
TOTAL 150.000.000 122.358.639 81,57 
Tabel 8 : akuntabilitas keuangan.   
 
 
 Laporan Ankuntabilitas  kinerja Kantor Camat Bungoro Kabupaten 
Pangkep tahun 2010 merupakan wujud pertanggung jawaban atas 
pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada 
organisasi. Disisi lain, laporan akuntabilitas kinerja merupakan 
evaluasi atas pencapaian kinerja kantor Camat Bungoro Kabupaten 
Pangkep sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. 
Dari persentase yang belum mencapai 100% diharapkan kedepannya 
srategi yang dicanangkan nantinya bisa mencapai persentase yang 
lebih tinggi lagi. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   BAB VI 
 KESIMPULAN DAN SARAN 
VI.1.Kesimpulan  
Kecamatan Bungro belum menerapka sistem perencanan strategis 
yang mana seharusnya telah dilakukan sejak lama, ada beberapa hal 
yang menjadi faktor penyebab lambannya hal tersebut, yaitu 
kurangnya perhatian dari pemerinah tingkat kabupaten terhadap 
SKPD di bawahnya, dan kurangya kordinasi ke atas. 
  Seharusnya Perencanaan strategis adalah suatu proses 
yang dapat membantu organisasi menentukan arah 
pembangunannya, rencana strategis merupakan peta yang 
menjabarkan cara menuju pencapaian hasil-hasil dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang, sebuah rencana strategis 
menggambarkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Adapun kesimpulan 
yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan penulis antara 
lain: 
- Perencanaan berorientasi pada masa depan, mencerminkan 
standar yang tinggi dalam merumuskan perencanaan strategi 
kedepannya. dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, 
dapat disimpulkan bahwa walaupun temuan penelitian bahwa 
bukan renstra yang terdapat pada kantor kecamatan Bungoro, tapi 
secara keseluruhan rencana kerja tahunan terlaksana dengan 
baik. dilihat dari besarnya persentase yang telah di capai. 
 
 
- Pemerintah kecamatan Bungoro sepenuhnya Belum Menerapkan 
Konsep Manajemen Strategik dalam Upaya Pengembangan 
organisasi 
- Kantor Camat Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
secara umum telah berhasil mencapai kinerja sasaran. Dari 4 
(Empat) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator yang telah 
ditetapkan umumnya mencapai kinerja sasaran  
 
VI.2.Saran 
-  Pemerintah khususnya pada kantor kecamatan Bungoro 
harusnya telah menerapkan atau mulai melakukan analisis 
lingkungan untuk merumuskan renstra kecamatan demi kemajuan 
organisasi. 
- Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang Kantor 
Camat bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan beberapa 
strategi, antara lain dengan penyediaan fasilitas pelayanan 
perkantoran yang mamadai dan berkualitas. 
-  menyempurnakan impelementasi anggaran berbasis kinerja agar 
seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat. 
- meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengelola 
kegiatan agar capaian kinerja dapat ditingkatkan. 
- mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan 
kewilayahan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan membangun iklim yang kondusif pada tataran 
 
 
pelaksanaan tugas bersama unit kerja lainnya, memperluas upaya 
cakupan pembinaan desa. 
Semoga Tulisan ini memberikan arti bagi peningkatan kinerja sasaran 
dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita, citra dan 
harapan pemerintah dan masyarakat.    
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